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ABSTRAK 
FERMAYANTI ANNAS (B111 08 358), dengan judul skripsi “TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP PENAMBAHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA 
ILEGAL DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DIKABUPATEN PANGKEP 
TAHUN 2009(studikasus : 244/PID/2009/PT.MKS)” di bawah bimbingan 
Prof. Dr. Aswanto, SH. MS. DFM. sebagai pembimbing IdanHj. Nur 
Azisa, SH. MHsebagaipembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak 
pidana penambahan suara hasil pemilu pada pemilu legislatif di KPU 
Kabupaten Pangkep Tahun 2009. Dan Untuk mengetahui upaya 
penyelesaian kasus tindak pidana penambahan hasil pemilu pada pemilu 
legislatif di KPU Kabupaten Pangkep Tahun 2009 dalam studi kasus : 
244/PID/2009/PT.MKS 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kabupaten Pangkep 
.Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah : Komisi Pemilihan 
Umum, Dewan Kehormatan yang dibentuk pada tahun terjadinya 
pelanggaran dan Pengadilan Negeri Pangkajene. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik 
pengumpulan  data berupa penelitian kepustakaan dan interview. 
Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Berdasarkan putusan 
perkara NOMOR : 244/PID/2009/PT.MKS dan Berdasarkan hasil 
penyidikan dan keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah 
terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Mengubah Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan/ atau 
Sertifikat Penghitungan Suara pasal 298 Undang- Undang No. 10 tahun 
2008 yang berbunyi :  
“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil 
penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling 
lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah” tapi karena eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum 
terdakwa dengan berlandaskan pasal 257 ayat(1) Undang-Undang No.10 










FERMAYANTI ANNAS (B111 08 358), with the thesis title "JUDICAL 
REVIEW ADDING SOUND TO ILLEGAL IN THE ELECTION RESULTS 
IN PANGKEP LEGISLATIVE ELECTION OF 2009 (case study: 
244/PID/2009/PT.MKS)" under the guidance of Prof. Dr.. Aswanto, SH. 
MS. DFM. as a supervisor I and Hj. Nur Azisa, SH. MH as a supervisor II. 
This study aims to determine the cause of the addition of sound 
crime election results in legislative elections in 2009 Pangkep 
Commission. To find remedies and criminal cases the addition of the 
election results in legislative elections in Pangkep Commission in 2009 in 
the case study: 244/PID/2009/PT.MKS 
The research was conducted within the jurisdiction of the district 
Pangkep. As for the location of this study are: the National Election 
Commission, Honorary Board which was formed in the year of the offense 
and the District Court Pangkajene. 
To achieve these objectives the authors use data collection 
techniques such as library research and interviews. Furthermore, the data 
obtained are presented descriptively. 
The results showed that: Based on court judgment NUMBER: 
244/PID/2009/PT.MKS and Based on the investigation and witness 
statements and confessions from the accused, has been proven legally 
and convincingly proven guilty of the crime of "Changing the Minutes of 
Voting Results and / or Certificate of Vote Counting Article 298 of Law No.. 
10 of 2008 which reads:"Any person who intentionally alter the minutes of 
vote counting results and / or certificates of vote counting results, shall be 
punished with imprisonment for 12 (twelve) months and a maximum of 60 
(sixty) months and a fine of at least Rp500.000.000, 00 (five hundred 
million rupiah) and Rp1.000.000.000, 00 (one billion dollars "but because 
the defense submitted by the accused with legal counsel based on Article 










Assalamu ‘alaikumWr. Wb 
Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji dan syukur penulis panjatkan 
Kehadirat Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang telah 
memberikan penulis Ilmu, kesehatan, kesabaran dan kekuatan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAMBAHAN SUARA HASIL 
PEMILU SECARA ILEGAL DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI 
KABUPATEN PANGKEPTAHUN 2009(studikasus : 
244/PID/2009/PT.MKS)”. 
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terhormat Prof. Dr. Aswanto, SH. MS. DFM. Selaku dosen pembimbing I 
juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
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Sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan petunjuk untuk 
kesempurnaan skripsi ini. 
Khususnya, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga 
kepada Ayahanda Drs. H. Annas GS, SP. MM dan Ibunda                   
Sary Ekhawathy Annas, B.com atas dukungan moril dan material hingga 
saat ini. 
Terkhusus untuk mamaku tersayang, Almh. Hj. Susy Indiani 
Syam, SE. yang tidak sempat melihat dan turut merasakaan kebahagiaan 
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I LOVE YOU, mama.  
Kepada saudara(i)ku Fauziah Indiani Annas, Fadillah 
Merdekawathy Annas, Fattyah Askyafilla Annas dan Yusuf Maulana 
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A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu ornamen paling penting dalam modernitas politik adalah 
pemilihan umum (pemilu).Semenjak demokrasi dan manifestasi 
prosedurnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggaraan 
negara.Pemilu merupakan lencana khusus bagi suatu negara jika ingin 
diakui sebagai bagian dari masyarakat demokrasi dunia.Yang paling 
penting, dengan terwujudnya Pemilu menandakan bahwa mulai 
bekerjanya energi-energi reformasi di negara yang sedang mengalami 
transisi dari otoritarianisme. 
Dalam pemilu yang demokratis, keberadaan lembaga 
penyelenggara pemilu yang terpercaya adalah sangat 
penting.Penyelenggara pemilu (PP) merupakan lembaga yang mengurus 
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.PP adalah pihak yang 
paling bertanggungjawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan 
lancar.PP di Indonesia dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
Secara Rahasia mungkin, KPU yang ada sekarang merupakan 
KPU keempat yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 
1945. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 
1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur 
pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU 
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kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang 
berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM 
dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 
April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 
101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota 
KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 
2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah 
hukum. 
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image 
KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan 
mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan 
adil.Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor 
penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu 
menyuarakan aspirasi rakyat.Sebagai anggota KPU, integritas moral 
sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor 
penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat 
karena didukung oleh personal yang jujur dan adil. 
Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 
2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk 
meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas 
penyelenggara Pemilu.Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut 
independen dan non-partisan. 
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Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama 
pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu 
terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan 
DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden. 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum 
yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 
bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa 
wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan 
Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang 
menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh 
masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam 
menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana 
pun. 
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 
Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga 
penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam 
beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan 
dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang 
permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam 
menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan 
pemilihan umum dan tugas lainnya.KPU memberikan laporan Presiden 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 
Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, 
PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara 
Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai 
peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki 
integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan 
ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.Agar Kode Etik 
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Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan 
Bawaslu. 
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu 
DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. 
Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak 
mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan 
kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, 
jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil 
Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang 
Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga 
puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak 
pengucapan sumpah/janji. 
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; 
adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; 
keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan 
efektivitas. 
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Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden 
membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 
yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon 
anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) 
Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim 
Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 
orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 
orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes 
tertulis.Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal 
calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan 
tanggal 31 Juli 2007. 
Tapi seperti yang kita ketahui, banyak potensi kejahatan yg bisa 
ditemukan dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya yaitu:  
1. Money Politik  
Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap 
pelaksanaan Pilkada.Dengan memanfaatkan masalah ekonomi 
masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah 
mereka dapat diperalat dengan mudah.Contoh yang nyata saja 
yaitu dilingkungan penulis yaitu desa karangwetan. Tegaltirto, 
Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari 
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kader bakal calon membagi-bagikan uang kepada 
masyarakatdengan syarat harus memilih bakal calon tertentu.Tapi 
memang dengan uang dapat membeli segalanya.Dengan masih 
rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka dengan mudah 
orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena 
uang.jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala 
daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya 
ini, biaya itu. 
2. Intimidasi 
Intimidasi ini juga sangat berbahaya.Sebagai contoh juga yaitu di 
daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi 
terhadap warga agar mencoblos salah satu calon.Hal ini sangat 
menyelewengkan sekali dari aturan pelaksanaan pemilu. 
3. Pendahuluan start kampanye 
Tindakan ini paling sering terjadi.Padahal sudah sangat jelas sekali 
aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara 
dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering 
juga untuk bakal calon yang merupakan kepala daerah saat itu 
melakukan kunjungan keberbagai daerah.Kunjungan ini 
intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu.Ini sangat 
berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu.Selain itu media TV 
lokal sering digunakan sebagai media kampanye.Bakal calon 
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penyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal 
pelaksanaan kampanye belum dimulai. 
4. Kampanye negatif 
Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi 
bakal calon kepada masyarakat.Hal ini disebabkan karena 
sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya 
informasi.Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar 
mereka yang menjadi panutannya.Kampanye negatif ini dapat 
mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas 
daerah tersebut. 
Dalam melaksanakan sesuatu pasti ada kendala yang harus 
dihadapi.Tetapi bagaimana kita dapat meminimalkan kendala-kendala 
itu.Untuk itu diperlukan peran serta masyarakat karena hal ini tidak hanya 
tanggung jawab pemerintah saja. 
 Pelanggaran pemilu tidak hanya dilakukan oleh  peserta pemilu 
saja, bahkan sang penyelenggara pemilu pun bisa melakukan 
pelanggaran. Seperti yang terjadi pada tahun 2009 di kabupaten pangkep, 
dimana seorang komisioner KPU dengan sengaja melakukan 
penambahan suara secara ilegal terhadap calon legislatif dalam pemilihan 
anggota legislatif tahun 2009, seperti yang diungkapkan pepatah “bangkai 
yang disembunyikan lama kelamaan akan tercium baunya” begitu pula 
dengan  kecurangan yang dilakukan oleh anggota KPU tersebut, ketika 
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pihak panwas mengendus adanya dugaan kecurangan yang segera 
diteruskan ke KPU dalam sebuah laporan, dalam proses investigasi yg 
“katanya” sudah sesuai prosedur telah terkumpul bukti yang menjerat 
beberapa anggota KPU tapi dalam penindakan dan pemberian sanksi, 
anggota KPU yang bersangkutan hanya dikenakan sanksi pelanggaran 
kode etik dan tidak dikenkan sanksi pidana, mengapa demikian? Hal inilah 
yang menarik perhatian penulis yang akan saya paparkan dalam skripsi 
yang berjudul : 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAMBAHAN SUARA HASILPEMILU 
SECARA ILEGAL DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF                          
DIKABUPATEN PANGKEP TAHUN 2009 
(studi kasus : 244/PID/2009/PT.MKS) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis 
mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pemilu dalam putusan perkara no: : 244/PID/2009/PT.MKS 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam perkara pidana no: : 244/PID/2009/PT.MKS 
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C. Tujuan Penelitian 
1.  Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penambahan 
suara hasil pemilu  pada pemilu legislatif di KPU Kabupaten 
Pangkep Tahun 2009. 
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kasus tindak pidana 
penambahan hasil pemilu pada pemilu legislatif di KPU Kabupaten 
Pangkep tahun 2009 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Dengan dilaksanakan penulisan ini, diharapkan  akan dapat 
mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya hukum acara 
pidana serta dapat menambah informasi tentang analisis yuridis 
terhadap tindak pidana penambahan suara secara ilegal. 
2. Manfaat Praktis 
 Memperoleh data guna dianalisis agar dapat digunakan penulis 
dalam menjawab masalah yang penulis kemukakan serta 
memberikan wawasan bagi ilmuhukum dan bagi aparat penegak 
hukum dalam menganalisis secara yuridis kasus penambahan 
suara secara ilegal. 
 




    TINJAUAN PUSTAKA 
A. PENGERTIAN UMUM 
1. Pengertian  Yuridis 
 Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 
bagaimana kasus yang akan saya bahas dalam skripsi ini yaitu tidak 
dikenakannya sanksi pidana bagi pelanggar dan proses bagaimana 
terdakwa dibebaskan dari jeratan hukum. dalam tulisan ini pengertian 
tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai apa yang 
terjadi, siapa pelakunya, ada atau tidaknya unsur pidana, 
pertanggungjawaban serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana penambahan suara hasil pemilu secara ilegal. 
2. pengertian pemilu 
 Pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran 
suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa : 
“Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang 
diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang 
dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. 
Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil 
rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses 
pembuatan kebijakan negara”. 
 
 Universitas Hasanuddin | 12 
 
Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik.Partai-partai politik 
mewakili kepentingan spesifik warganegara.Kepentingan-kepentingan 
seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, 
antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik tatkala mereka 
berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem 
yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di 
tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan 
negara di parlemen. Potret Indonesia 
3. Definisi Sistem Pemilihan Umum 
Sebelum dilakukan kajian lebih jauh seputar sistem pemilihan 
umum, ada baiknya kita telusuri definisi dari sistem pemilihan umum dari 
sejumlah ahli. Definisi-definisi tersebut akan mengantar kita kepada 
definisi operasional sistem pemilihan umum yang digunakan dalam tulisan 
ini. 
Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, 
dalam arti luas dan dalam arti sempit. 
Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah “…. segala proses yang 
berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku 
pemilih." Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem 
pemilihan umum adalah “… cara dengan mana pemilih dapat 
mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana 
suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat 
publik." 
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Definisi lain diberikan oleh Matias Iaryczower and Andrea Mattozzi dari 
California Institute of Technology. Menurut mereka, yang dimaksud 
dengan sistem pemilihan umum adalah : 
“… menerjemahkan suara yang diberikan saat Pemilu menjadi sejumlah 
kursi yang dimenangkan oleh setiap partai di dewan legislatif nasional. 
Dengan memastikan bagaimana pilihan pemilih terpetakan secara baik 
dalam tiap kebijakan yang dihasilkan, menjadikan sistem pemilihan umum 
sebagai lembaga penting dalam demokrasi perwakilan." 
 
Melalui dua definisi sistem pemilihan umum yang ada, dapat ditarik 
konsep-konsep dasar sistem pemilihan umum seperti:  
Transformasi suara menjadi kursi parlemen atau pejabat publik, 
memetakan kepentingan masyarakat, dan keberadaan partai 
politik.Sistem pemilihan umum yang baik harus mempertimbangkan 
konsep-konsep dasar tersebut. 
4. Pertimbangan Sistem Pemilihan Umum 
Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang 
berbeda.Perbedaan itu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, 
kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem 
politik, dan lain sebagainya.Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem 
pemilihan umum menjadi perdebatan sengit di kalangan partai 
politik.Namun, apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum 
yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini 
yang membimbing pemerintah dan partai politik guna menetapkan sistem 
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pemilihan umum yang akan dipakai. Donald L. Horowitz menyatakan 
pemilihan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal 
berikut:  
1. Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara 
2. Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih) 
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan 
4. Menghasilkan pemenang mayoritas 
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama 
6. Minoritas dapat duduk di jabatan public 
 
Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankan pada aspek 
hasil dari suatu pemilihan umum.Hal yang menarik adalah, sistem pemilu 
yang baik mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta 
minoritas dapat duduk di jabatan publik.Ini sangat penting di negara-
negara multi etnis dan multi agama.Terkadang, minoritas agak terabaikan 
dan konflik antaretnis/antaragama muncul.Dengan sistem pemilu yang 
baik, kondisi ini dapat diredam menjadi kesepakatan antarpimpinan politik 
di tingkat parlemen.Konflik, sebab itu, dibatasi hanya di tingkat parlemen 
agar tidak menyebar di tingkat horizontal (masyarakat). 
Pertimbangan lain dalam memilih sistem pemilihan umum juga 
diajukan Andrew Reynold, et.al. Menurut mereka, hal-hal yang patut 
dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilihan umum adalah: 
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- Perhatian pada Representasi. Representasi (keterwakilan) yang 
harus diperhatikan adalah kondisi geografis, faktor ideologis, situasi 
partai politik (sistem kepartaian), dan wakil rakyat terpilih benar-
benar mewakili pemilih mereka. 
- Membuat Pemilu Mudah Digunakan dan Bermakna. Pemilu adalah 
proses untuk parpol yang diberikan pemerintay) maupun politik 
(konflik antar pendukung), dan bisa dimengerti oleh masyarakat 
awam serta disabel (buta warna, tunanetra, tunadaksa). 
- Memungkinkan Perdamaian. Masyarakat pemilih punya latar 
belakang yang berbeda, dan perbedaan ini bisa diperdamaikan 
melalui hasil pemilihan umum yang memungkinkan untuk itu. 
- Memfasilitasi Pemerintahan yang Efektif dan Stabil. Sistem pemilu 
mampu menciptakan pemerintahan yang diterima semua pihak, 
efektif dalam membuat kebijakan. 
- Pemerintah yang Terpilih Akuntabel. Sistem pemilu yang baik 
mampu menciptakan pemerintah yang akuntabel. 
- Pemilih Mampu Mengawasi Wakil Terpilih. Sistem pemilu yang baik 
memungkinkan pemilih mengetahui siapa wakil yang ia pilih dalam 
pemilu, dan si pemilih dapat mengawasi kinerjanya. 
- Mendorong Partai Politik Bekerja Lebih Baik. Sistem pemilu yang 
baik mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi 
internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja 
untuk para pemilihnya. 
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- Mempromosikan Oposisi Legislatif. Sistem pemilu yang baik 
mendorong terjadinya oposisi di tingkat legislatif, sebagai bentuk 
pengawasan DPR atas pemerintah. 
- Mampu Membuat Proses Pemilu Berkesinambungan. Sistem 
pemilu harus bisa dipakai secara berkelanjutan dan memungkinkan 
pemilu sebagai proses demokratis yang terus dipakai untuk memilih 
para pemimpin. 
- Memperhatikan Standar Internasional. Standar internasional ini 
misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi, dan globalisasi 
ekonomi. 
Pertimbangan pemilihan jenis sistem pemilu, baik dari Donald L. 
Horowitz maupun Andrew Reynolds, et.al.hanya dapat terjadi di suatu 
negara yang demokratis. Artinya, pertimbangan sistem pemilu didasarkan 
pada seberapa besar suara warganegara terwakili di parlemen, sehingga 
kebijakan negara yang dibuat benar-benar ditujukan untuk itu.Di negara 
dengan sistem politik Otoritarian Kontemporer, Kediktatoran Militer, dan 
Komunis, pertimbangan-pertimbangan di atas bukanlah prioritas atau 
bahkan Pemilu itu sendiri tidak ada. 
5. Tugas dan Tanggung Jawab KPU dalam pemilu 
Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah yang 
menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Pasal 10 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan 
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Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Komisi Pemili han Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk 
melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan 
sebagai berikut :  
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan 
Umum;  
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang 
berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;  
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya 
disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum 
mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara 
yang selanjutnya disebut TPS;  
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II 
untuk setiap daerah pemilihan;  
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua 
daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;  
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data 
hasil Pemilihan Umum;  
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.  
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Tugas dan tanggungjawab lainnya yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.Sedangkan dalam 
Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga 
ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai 
dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah 
Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan 
Umum.  
B. PENGERTIAN PELANGGARAN PEMILU 
 Dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa 
prinsip dan azas- azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan 
benar, namun dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, 
memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta 
pemilu maupun oleh pemilih. Jika terjadi pelanggaran pemilu, maka harus 
melalui mekanisme yang sudah diatur secara rinci dalam pasal 249 s/d 
pasal 321 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, 
yang diawali dengan adanya laporan secara tertulis yang disampaikan 
oleh Pemilih, Pemantau pemilu atau Peserta pemilu kepada Bawaslu, 
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota/Kec atau Pengawas Pemilu 
Lapangan paling lambat 7 hari setelah kejadian. UU No. 8 Tahun 2012 
sudah lebih rinci mengatur dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 2008. 
Pelanggaran pemilu yang dimaksud dapat berupa : 
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• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; 
• Pelanggaran administrasi pemilu; 
• Tindak Pidana pemilu 
• Sengketa pemilu; 
 
- Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah: 
pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang 
berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas 
sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik 
penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUtentang 
Penyelenggara Pemilu 
- Pelanggaran administrasi Pemilu adalah: 
pelanggaran yang meliputi tata cara,prosedur, dan 
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan 
pemiludalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak 
pidana Pemilu danpelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 
Atas pelanggaran ini Bawaslu, BawasluProvinsi, Panwaslu 
Kab./Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang 
kemudianditeruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota 
untuk ditindaklanjuti. 
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- Tindak pidana pemilu adalah: 
tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatanterhadap 
ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 
8 Tahun 2012. Laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota,dan/atau 
Panwaslu Kecamatan. Proses penyelesaian tindak pidana pemilu 
diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik 
kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan 
pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa, 
diadili dan diputus paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan 
terhadap putusan Pengadilan Negeri ini dapat diajukan upaya 
hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan 
tidak dapat dilakukan upaya hukum 
- Sengketa Pemilu adalah: 
sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa 
peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat 
dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota. 
Penyelesaian terhadap sengketa pemilu ini ada pada Bawaslu yang 
dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu 
Kab./Kota, Panwas kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) 
dan Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN). Bawaslu 
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menyelesaikan sengketa pemilu ini dengan terlebih dahulu 
menerima dan mengkaji laporan atau temuan kemudian 
mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai 
kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.Apabila tidak 
tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu 
memberikan alternatif penyelesaian. Adapun Keputusan Bawaslu 
terhadap sengketa pemilu ini merupakan keputusan terakhir dan 
mengikat, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi partai politik 
Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR,DPD, 
DPRD. 
C. JENIS – JENIS PELANGGARAN PEMILU 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan 
pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 12 
Tahun 2003.            Dasar pertimbangan lahirnya undang-undang 
ini adalah adanya tuntutan dan perkembangan dinamika 
masyarakat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dimana 
pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 
Undang-Undang No.10 tahun 2008 telah mengatur 
ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur 
dalam Bab XXI, yaitu Pasal 260 sampai dengan Pasal 311. Adapun 
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pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam undang-
undang tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran 
pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan 
DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (pasal 260-268). 
Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1) Merintangi orang menjalankan haknya dalam memili (Pasal 
260). 
2) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri 
sendiri atau diri orang lain dalam pengisian daftar pemilih 
(Pasal 261). 
3) Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan 
kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran 
pemilih (Pasal 262) 
4) Petugas PPS/PLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki 
daftar pemilih (Pasal 263) 
5) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan 
Bawaslu/Panwaslu dalam hal pemutakhiran data pemilih 
yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (Pasal 264) 
6) Penyuapan (Pasal 265) 
7) Mengaku sebagai orang lain (Pasal 266) 
8) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan 
Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai 
politik calon peserta pemilu (Pasal 267) 
9) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan 
Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai 
politik calon peserta pemilu dan kelengkapan administrasi 
bakal calon anggota legislative (Pasal 268). 
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b. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye 
pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam 
berkampanye (pasal 269-282). Perbuatan-perbuatan yang dilarang 
menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan kampanye luar jadwal KPU (Pasal 269) 
2) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 
270) 
3) Pelaksana kampanye yang melanggar (Pasal 271) 
4) Pejabat Negara yang melanggar pelaksanaan kampanye 
(Pasal 272) 
5) Pelanggaran yang dilakukan anggota PNS, TNI/POLRI  dan 
pernagkat desa dalam pelaksanaan kampanye (Pasal 273) 
6) Melaksanakan kampanye dengan menjanjikan atau 
memberikan uang dan imbalan lain (Pasal 274) 
7) Anggota KPU yang melakukan tindak pidana pemilu dalam 
pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 275) 
8) Memberi atau menerima dana kampanye yang melebihi 
batas yang ditentukan (Pasal 276) 
9) Menerima dana kampanye dari pihak asing atau pihak yang 
tidak jelas identitasnya (Pasal 277) 
10) Menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye pemilu 
(Pasal 278)    
11) Pelaksana kampanye yang mengakibatkan terganggunya 
tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 279) 
12) Pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang 
mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 280) 
13) Memberikan laporan yang tidak jelas dalam laporan dana 
kampanye (Pasal 281) 
14) Mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat dalam 
tenang (Pasal 282).      
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c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara 
atau pencoblosan suara (pasal 283-287, pasal 289-292, dan pasal 
294-295). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara yang 
dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 283) 
2) Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja 
mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU            
(Pasal 284) 
3) Perusahaan yang tidak menjaga kerahasiaan,keamanan, 
dan keutuhan surat suara (Pasal 285) 
4) Menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat 
pemungutan suara (Pasal 286) 
5) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada 
saat pemungutan suara (Pasal 287) 
6) Mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemungutan suara 
(Pasal 289) 
7) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS  yang 
berbeda (Pasal 290) 
8) Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 291) 
9) Majikan/atasan yang menghalangi seorang pekerja untuk 
memberikan suaranya (Pasal 292) 
10) KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara 
pengganti kepada pemilih (Pasal 294) 
11) Petugas pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan 
pemilih kepada orang lain (Pasal 295) 
d. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tambahan pasca 
pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 288, 293, dan 
pasal 296-311). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut   
pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Menyebabkan peserta pemilu mendapatkan tambahan atau 
berkurangnya perolehan suara (Pasal 288) 
2) Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang 
sudah disegel (Pasal 293) 
3) Anggota KPU tidak menetapkan pemungutan suara ulang        
di TPS padahal dalam persyaratan untuk pemungutan suara 
ulang terpenuhi (Pasal 296) 
4) Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara 
pemungutan dan penghitungan suara yang sudah tersegel 
(Pasal 297) 
5) Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau 
sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 298) 
6) Anggota KPU yang mengakibatkan hilang atau berubahnya 
berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara 
dan sertikat penghitungan suara (Pasal 299) 
7) Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi 
penghitungan suara hasil pemilu (Pasal 300) 
8) Ketua KPPS/KPPSLN tidak membuat dan menandatangani 
berita acara perolehan suara peserta pemilu (Pasal 301) 
9) KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar 
berita acara pemungutan dan  penghitungan suara dan 
sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta 
pemilu,pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK (Pasal 
302) 
10) KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan 
keutuhan kotak suara dan meyerahkan kotak suara tersegel, 
dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK (Pasal 
303) 
11) Pengawas Pemilu lapangan (PPL) yang tidak mengawasi 
penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu 
yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel 
kepada KPU (Pasal 304) 
12) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara 
(Pasal 305) 
13) KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu  secara 
nasional (Pasal 306) 
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14) Melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil 
penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara 
(Pasal 307). 
15) Melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan 
bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil 
resmi pemilu (Pasal 308) 
16) KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 309) 
17) Bawaslu/Panwaslu yang tidak menindaklanjuti temuan 
dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 
KPU,PPK,PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN (Pasal 310) 
18) Penyelenggaran pemilu melakukan pelanggaran pidana 
pemilu (Pasal 311)   
 
D. TEORI TINDAK PIDANA PEMILU 
Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (delict) 
merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan 
maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh 
orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban 
masyarakat tersebut.Dalam mengefektifkan berlakunya hukum terhadap 
tindak pidana maka harus dikenakan sanksi atas perbuatan itu.Meskipun 
dalam teori hukum pidana seorang bisa saja lepas dari perbuatan pidana 
jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan 
kata lain orang yang melakukan tindak pidana karena adanya unsur daya 
paksa, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. 
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Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak 
pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang 
menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam 
ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1). 
Pengertian tindak pidana pemilu dalam  kepustakaan sebagaimana 
dikemukakan oleh Djoko Prakoso,  
tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun 
organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, 
menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang 
diselenggarakan menurut undang-undang.   
 
Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat 
sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana  dalam 
Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-
halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan 
sebagian dari tindak pidana pemilu. 
Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas 
cakupannya, meliputi  semua tindak pidana yang terjadi pada proses 
penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat 
kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender 
pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso.memberikan 
defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi: 
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1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan  penyelenggaraan 
pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu. 
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan  penyelenggaraan 
pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu 
(misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam 
KUHP). 
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk 
pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan 
sebagainya. 
 
Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari 
ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas 
dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu saja. 
Dengan cakupn seperti itu maka orang akan dengan muda mencari tindak 
pidana pemilu yaitu di dalam Undang-undang Pemilu. 
Topo Santoso tidak memberikan redefenisi pada saat tindak pidana 
pemilu pada saat tahapan pemilu sudah selesai, misalnya pada saat 
tahapan kasus itu di tingkat penyelidikan belum selesai, atau pada tahap 
penuntutan kasus tersebut masih berada di tangan Kejaksaan namun 
tidak di tangani lagi hingga ke Pengadilan karena penyelenggaraan pemilu 
sudah berakhir. 
Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi melakukan 
redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidan pemilu 
menjadi dua kategori: 
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1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang 
berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan 
penyelenggaraan  pemilu baik yang diatur dalam UU pemilu 
maupun dalam undang-undang tindak pidana pemilu. 
2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang 
berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap 
penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu 
maupun dalam UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di 
luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum. 
 
Dengan demikian pengertian yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi 
tersebut, pengertian pertama dikhususkan bagi penyelesaian perkara 
pidana pemilu yang disesuaikan dengan tahapan pemilu, sedangkan 
defenisi yang kedua untuk perkara pada saat tahapan pemilu selesai, 
perkara tersebut masih dalam proses baik penyidikan, prapenuntutan, dan 
penuntutan.Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi perkara yang 
tidak jelas penyelesaiannya (tidak ada kepastian hukum), mencederai 
rasa`keadilan dan secara langsung atau tidak langsung akan 
mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. 
Banyak sekali jenis pelangaran yang dapat terjadi dalam 
penyelenggaraan pemilu, tetapi untuk lebih muda mempelajarinya, maka 
dapat dibagi dalam tiga kategori jenis pelanggaran meliputi: 
1. Pelanggaran administratif. Dalam UU pemilu yang dimaksud 
pelanggaran adminitratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan 
UU Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu 
dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan 
demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah 
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ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori 
pelanggaran administrasi. Misanya tidak memenuhi syarat untuk 
menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat 
ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak 
melaporkan danaawal kampanye, pemantau pemilu melanggar 
kewajiban dan larangan. 
2. Tindak pidana pemilu, merupakan tindakan yang dalam Undang-
undangPemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh 
tindak pidana pemilu adalah sengaja menghilangkan hak pilih 
orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan 
mengubah hasil suara. 
3. Perselisihan hasil pemilihan umum, adalah perselisihan  antara 
KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan 
suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil 
suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan 
penghitungan  perolehan hasil  suara yang dapat mempengaruhi 
perolehan kursi peserta pemilu. 
Menurut penulis Fokus pembahasan dalam teori ini adalah 
pelanggaran pemilu hanya pada wilayah tindak pidana 
pemilu.Pelanggaran tindak pidana pemilu dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 2012 yang terbagi atas pelanggaran dan kejahatan.Mulai dari 
Pasal 273 s/d Pasal 321. Jika dicermati beberapa ketentuan dalam Pasal 
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tersebut, sesungguhnya ada potensi pelanggaran terhadap tindak pidana 
pemilu yangtersurat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 meliputi: 
- Penyelenggara pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Provinsi, 
KPU Kabupaten/ Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, 
Panwaslu Kabupten Kota, Panwas Kecamatan, dan Petugas 
Pelaksana Lapangan lainnya. 
- Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, 
DPD, DPRD dan tim kampanye. 
- Pejabat tertentu, seperti PNS, anggota TNI, anggota POLRI, 
pengurus BUMN/ BUMD, Gubernur/ Pimpinan Bank Indonesia, 
perangkat Desa dan badan lain yang anggarannya bersumber dari 
keuangan Negara. 
- Profesi media cetak/ elektronik, pelaksana pengadaan barang, dan 
distributor. 
- Masyarakat pemilih, pelaksana survei/ hitungan cepat, dan umum 
yang disebut sebagai setiap orang. 
Dari berbagai kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, 
berkaca pada pemilu Tahun 2009  modus operandi tindak pidana pemilu 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu 
diantaranya anggota KPUD pada saat penghitungan suara di KPUD, 
dengan modus diantaranya dalam penghitungan suara akhir di KPUD 
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potensi untuk melakukan kecurangan atau keberpihakan kepada salah 
satu peserta pemilu menjadi tren yang marak terjadi misalnya pada saat 
penghitungan suara di tingkat KPUD maka dari sekian banyak partaiyang 
mendapatkan suara ada partai-partai kecil  yang tidak ada calegnya tetapi 
mendapatkan suara atau dengan bahasa lain suara tak bertuan, maka 
suara tak bertuan ini menjadi potensi disalahgunakan oleh anggota KPUD 
dengan modus dijual kepada calon yang perolehan suaranya kurang. 
Dalam perkara ini agak sulit  untuk ditemukan mengingat tidak ada yang 
dirugikan dari para kontestan atau calon anggota legislatif karena suara 
yang dijual oleh anggota KPU merupakan suara tak bertuan, disamping itu 
perhatian orang akan tertumpu pada jumlah suaranya masing-masing 
atau dukungannya tersebut mengingat para calon yang lain tidak merasa 
dirugikan karena suaranya tetap. 
Pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang harusnya 
netral atau tidak berpihak, dengan modus sebagai berikut: 
- Pejabat Negara tertentu turut mengatur dan memfasilitasi 
pertemuan antara masyarakat dengan peserta kampanye atau tim 
kampanye dengan maksud agar masyarakat melihat keberadaan 
pejabat tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat. 
- Peserta pemilu yang merupakan mantan pejabat mempunyai 
potensi untuk mempergunakan fasilitas Negara, misalnya dalam 
berkampanye mempergunakan mobil dinas atau fasilitas Negara 
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lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara dengan 
berpotensi pada kecemburuan dari peserta pemilu yang lain. 
- Pejabat Negara secara langsung atau tidak langsung 
memperkenalkan peserta pemilu tertentu kepada masyarakat atau 
khalayak umum dengan harapan agar masyarakat terpengaruh 
dalam menentukan pilihannya. 
Diantara sekian masalah yang menyulut kepermukaan menjadi 
bahagian dari pelanggaran tindak pidana pemilu, paling tinggi kasus 
pelanggaran tindak pidana pemilu, biasanya terjadi pada saat 
penyelenggaraan kampanye pemilu oleh anggota legislatif. Pada tahap 
ini karena melibatkan bukan hanya calon anggota legislatif namun 
melibatkan juga peserta kampanye sehingga tindak pidana kekerasan 
terhadap peserta kampanye lain seringkali terjadi. Pasca perubahan 
Undang-undang Pemilu, pengaturan tentang  sanksi terhadap modus 
tindak pidana sebagaimana yang telah  di kemukakan di atas 
ketentuan pidana dalam UU Pemilu (UU No 8 Tahun 2012) telah 
menghapuskan pidana minimum pada UU pemilu sebelumnya (UU 
Nomor 10 tahun 2008), guna memberikan asas kepastian hukum dan 
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E. LANDASAN HUKUM 
1. Unsur-Unsur Perubahan Suara secara ilegal 
Adapun unsur-unsur tindak perubahan suara secara ilegal 
dapat dilihat dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD adalah sebagi 
berikut: 
1) Unsur Setiap Orang 
Unsur yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang 
sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan 
semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya. 
2)  Unsur dengan sengaja 
Unsur dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang 
dikehendaki dan diketahui serta disadari akan tujuan dan akibat-
akibatnya. Dalam hal ini para terdakwa menghendaki dan 
mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan para 
terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan 
karena akibat perbuatan dikehendaki. Dari perbuatan dengan 
sengaja tersebut adalah perbuatan yang diinsyafi dan disadari serta 
dibangun dari keinginan dan motivasi dari terdakwa, dimana 
terdakwa mengetahui apa tujuan dan akibat dari perbuatan 
tersebut. 
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3) Unsur mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau 
sertifikat hasil penghitungan suara.  
Unsur mengubah berita acara penghitungan suara 
dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara adalah dimana 
terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan menambah 
perolehan suara peserta calon pemilu yang tentunya 
merugikan peserta pemilu yang lain. Perbuatan tersebut 
mengakibatkan perubahan dari perolehan suara sebelumnya 
menjadi bertambah.Unsur ini adalah bersifat kumulatif 
alternatif karena unsur yang dimaksud adalah berita acara 
hasil perhitungan suara dan atau sertifikat hasil perhitungan 
suara.Sehingga dapat dibuktikan salah satu elemen unsur 
atau kedua elemen unsurnya. 
2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemilu 
Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya 
mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak 
pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana.Hal ini 
disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi 
perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara 
demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarkan 
pemilu.Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu 
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dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana 
pemilu. 
Perubahan tersebut dapat dilihat dari perbedaan tentang 
penentuan jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No.12 Tahun 
2003 dengan UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu hasil amandemen. 
Sementara politik hukum untuk lebih mencegah tindak pidana pemilu juga 
tampak dari penambahan sanksi pidananya. Hal itu tampak jelas dari 
beberapa jenis tindak pidana pemilu sebagai berikut: 
a) Memberi keterangan tidak benar, dalam UU No.12 Tahun 
2003 hanya diancam pidana paling lama 3 bulan penjara 
dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000, meningkat 
menjadi penjara paling lama 1 tahun dan denda paling 
banyak Rp.12.000.000 di dalam    UU No. 10 Tahun 2008. 
b)     Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dalam UU 
No 12 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara 
paling lama     6 Bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 
2.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 2 tahun 
dan denda paling banyak     Rp. 12.000.000 didalam UU 
No.10 Tahun 2008. 
c)     Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi 
orang memilih, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam 
dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling 
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banyak Rp. 10.000.000, meningkat menjadi penjara paling 
lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 di 
dalam UU No. 10 Tahun 2008. 
d)     Menggagalkan pemungutan suara, dalam UU No.12 Tahun 
2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 
Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000, 
meningkat menjadi penjara paling lama 5 tahun dan denda 
Rp. 60.000.000, di dalam UU No.10 Tahun 2008. 
e)     Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang 
pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta 
pemilu  tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan 
suaranya berkurang, dalam UU No. 12 tahun 2003 hanya 
diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 
dan/atau denda paling banyak               Rp. 10.000.000, 
meningkat, menjadi pidana penjara paling lama              3 
tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 didalam             




 Universitas Hasanuddin | 38 
 
Dengan demikian dari segi politik hukum terlihat kecenderungan 
peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman sanksi pidana dari               
UU No.12 tahun 2003 menjadi UU No.10 tahun 2008 hasil amandemen. 
Para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan 
yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian 
tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. 
UU No.10 tahun 2008 telah terjadi peningkatan baik dari segi kuantitas 




















A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum kabupaten Pangkep . 
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah : 
2. Komisi Pemilihan Umum 
3. Dewan Kehormatan yang dibentuk pada tahun terjadinya 
pelanggaran 
4.  Pengadilan Negeri Pangkajene 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber data yang digunakan, adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan 
atau dari responden yang dilakukan melalui wawancara 
dengan pihak terkait, yakni :Komisi Pemilihan Umun dan 
Badan Pengawan Pemilu Kabupaten Pangkep. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan 
kepustakaan. Adapun sumber datanya yakni berupa 
buku/literature, peraturan perUndang-undangan yang berkaitan 
dengan judul skripsi, studi dokumen dalam berkas perkara yang 
dijadikan dasar penuntutan dan pemeriksaan, serta putusan yang 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 
ini, yaitu : 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu penulis mengkaji dari berbagai literature yang ada 
kaitannya dengan judul skripsi guna dijadikan sebagai 
landasan teori. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 
Yaitu penulis terjun langsung ke lokasi penelitian, antara lain 
Polresta Pangkepunit RESKRIM (Reserse Kriminal), 
Kejaksaan Negeri Pangkep, dan Pengadilan Negeri Pangkep 
guna memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui cara 
interview dengan pihak yang terkait. 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, lalu dianalisis secara 
kualitatif, dan selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada 




 Universitas Hasanuddin | 41 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DALAM PERKARA 
PENAMBAHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA ILEGAL 
DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DI KABUPATEN PANGKEP 
TAHUN 2009( PUTUSAN PERKARA NO:244/PID/2009/PT.MKS ) 
1. POSISI KASUS 
 Adapun awal terjadinya kasus ini yaitu bahwa terdakwa Hania S. 
Ag binti H.L Dg. Ngitung pada hari minggu 26 april 2009 sekitar pukul 
22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalambulan april tahun 
2009, bertempat di kantor KPUD kabupaten pangkep JL. Kesehatan 
nomor 31 kecamatan pangkajene, kabupaten pangkep atau setidak-
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
pengadilan negri pangkajene, dengan sengaja mengubah berita acara 
hasil penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara lain sebagai berikut :  
 Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 april 2009 sekitar 
pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang dari makassar dan langsung menuju 
kantor KPUD pangkep untuk menghadap ketua KPUD pangkep bapak haji 
Abd. Rahman kambi, Lc, MM dan menyampaikan bahwa ada orang yang 
akan mengacaukan jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan 
perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 27 april tahun 2009 jika 
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terdakwa tidak menambah angka perolehan suara Caleg DPRD provinsi 
atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Irfan AB. Namun hal tersebut tidak 
ditanggapi oleh ketua KPUD pangkep. Namun terdakwa selaku Ketua 
POKJA yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil penghitungan 
suara langsung menuju keruang kerjanya di kantor KPUD pangkep dan 
merubah Berita Acara rekapitulasi  hasil penghitungan suara model DB 
dari Kabupaten Pangkep, sehingga berita acara tersebut tidak sesuai 
dengan berita acara perhitungan sesuai dengan berita acara perhitungan 
suara PPK model DA-1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 
suara yang diuabah oleh terdakwa yaitu caleg DPRD Provinsi atas nama 
Syukri Syawir, Ir. Andi Irfan AB, Muh. Lutfi Hanafi, SE dan caleg DPR atas 
nama Dr.Ir. Andi Yuliani Paris M.sc. tanpa terlebih dahulu 
memberitahu/menyampaikan kepada ketua dan anggota KPUD pangkep 
yang lainnya.  
 Bahwa Caleg yang telah dirubah perolehan suaranya oleh 
terdakwa yaitu : --- 
1. Caleg Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional No. Urut 1 atas 
nama Dr. ir. Hajjah Andi Yuliani Paris, M.Sc. ; -------------------------------------- 
di Dapil I meliputi : ------------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Pangkajene, jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK 
sebanyak 469 (empat ratus enam puluh Sembilan) suara lalu dirubah 
menjadi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga 
bertambah 200 (dua ratus) suara ;-------------- 
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- Kecamatan Balocci, jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK 
sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 259 (dua 
lima puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara; --- 
di Dapil II meliputi : ------------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Bungoro, khusus Suara Partai Amanat Nasional 
berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 30 (tiga puluh) suara lalu 
dirubah menjadi 230 (dua ratus tiga puluh) suara, sehingga bertambah 
200 (dua ratus) suara; ---------------------- 
di Dapil III meliputi : ------------------------------------------------------------------------ 
- Kecamatan Ma’rang, khusus Suara Partai Amanat Nasional 
berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara lalu 
dirubah menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga 
bertambah 200 (dua ratus) suara, dan Caleg Anggota DPR dari Partai 
Amanat Nasional No. Urut 1 atas nama Dr. Ir. Hajjah Andi Yuliani Paris, 
M.Sc berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh 
dua) suara dirubah oleh terdakwa menjadi 632 (enam ratus tiga puluh 
dua) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara ; ------------------------ 
- Kecamatan Segeri, khusus Suara Partai Amanat Nasional 
berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 40 (empat puluh) suara lalu 
dirubah menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sehingga bertambah 
300 (tiga ratus) suara ; ------------------ 
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- Kecamatan Mandalle, berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 48 
(empat puluh delapan) suara lalu dirubah menjadi 248 (dua ratus empat 
puluh delapan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara ; --------- 
di Dapil IV meliputi : ----------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Liukang Tupabbiring, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 67 (enam tujuh) suara dirubah menjadi 467 (empat ratus 
enam puluh tujuh), suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara ; - 
- Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh sebanyak 119 (seratus sembilan belas) suara lalu dirubah 
menjadi 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, sehingga bertambah 200 
(dua ratus) suara ; ---------------------- 
2. Caleg Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional atas nama Dr. 
Ir. Andi Muh. Irfan; 
di Dapil I meliputi : ------------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Pangkajene, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 109 (Seratus Sembilan) suara lalu dirubah menjadi 209 (dua 
ratus Sembilan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara ; ----------- 
- Kecamatan Minasate’ne, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 66 (enam puluh enam) suara lalu dirubah menjadi 166 
(seratus enam puluh enam) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) 
suara ; ---------------------------------------------- 
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- Kecamatan Balocci, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 17 
(tujuh belas) suara lalu dirubah menjadi 57 (lima puluh tujuh) suara, 
sehingga bertambah 50 (lima puluh) suara ; ---------------------------------------- 
di Dapil II meliputi : ------------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Tondong Tallasa, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 4 (empat) suara lalu dirubah menjadi 114 (seratus empat 
belas) suara, sehingga bertambah 110 (seratus sepuluh) suara ; ------------- 
di Dapil III meliputi : ------------------------------------------------------------------------ 
- Kecamatan Mandalle, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 
11 (sebelas) suara lalu dirubah menjadi 151 (seratus lima puluh satu) 
suara, sehingga bertambah 140 (seratus empat puluh) suara ; ---------------- 
di Dapil IV meliputi : ----------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Liukang Tupabbiring, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 7 (tujuh) suara dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, 
sehingga bertambah 43 (empat puluh tiga) suara; -------------------------------- 
3. Caleg Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) No. 
Urut 4 atas nama Ir. Sukri Syawir ; ----------------------------------------------- 
di Dapil I meliputi : ----------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Minasate’ne, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 640 (enam ratus tiga puluh) suara lalu diubah menjadi 1.430 
(seribu empat ratus tiga puluh) suara, sehingga bertambah 800 (delapan 
ratus) suara ; ----------------------------- 
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- Kecamatan Balocci, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 
305 (tiga ratus lima) suara lalu dirubah menjadi 405 (empat ratus lima) 
suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara ; --------------------------------- 
di Dapil II meliputi : ------------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Bungoro, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 
979 (Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan) suara, lalu dirubah menjadi 
1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, sehingga 
bertambah 1000 (seribu) suara ; ----------------------------- 
- Kecamatan Labakkang, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 
695 (enam ratus Sembilan puluh lima) suara, lalu dirubah menjadi 895 
(delapan ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua 
ratus) suara ; --------------- 
- Kecamatan Tondong Tallasa, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 139 (seratus tiga puluh Sembilan) suara, lalu dirubah 
menjadi 439 (empat ratus tiga puluh sembilan), suara, sehingga 
bertambah 300 (tiga ratus) suara ; --------------------- 
di Dapil III meliputi ; ------------------------------------------------------------------------ 
- Kecamatan Ma’rang berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 
237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 937 (sembilan 
ratus tiga puluh tujuh) suara sehingga bertambah 700 (tujuh ratus) suara; - 
- Kecamatan Segeri, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 197 
(seratus sembilan puluh tujuh) suara, lalu dirubah menjadi 297 (dua ratus 
sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara ; --- 
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di Dapil IV meliputi ; ----------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Liukang Tupabbiring, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 1.097 (seratus Sembilan puluh tujuh) suara, dirubah menjadi 
1.497 (seribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) suara, sehingga 
bertambah 400 (empat ratus) suara ; --- 
- Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 41 empat puluh satu) suara, lalu dirubah menjadi 241 (dua 
ratus empat puluh satu) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) 
suara; --------------------------------------------- 
- Kecamatan Liukang Tangaya, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara, dirubah menjadi 223 (dua ratus 
dua puluh tiga) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara ; --------- 
4. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut. 7 
atas nama Haji Muh. Lutfi Hanafi, SE ; ----------------------------------------------- 
di Dapil II meliputi : ---------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Bungoro, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 
645 (enam ratus empat puluh lima) suara, dirubah menjadi 845 (delapan 
ratus empat puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara  
di Dapil III meliputi ; ---------------------------------------------------------------------- 
- Kecamatan Segeri, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 208 
(dua ratus delapan) suara, lalu dirubah menjadi 308 (tiga ratus delapan) 
suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara ; --------------------------------- 
di Dapil IV meliputi ; ----------------------------------------------------------------------- 
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- Kecamatan Liukang Tupabbiring, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara, dirubah menjadi 
644 (enam ratus empat puluh empat) suara, sehingga bertambah 300 
(tiga ratus) suara ; -------------------------- 
- Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK 
memperoleh 107 (seratus tujuh) suara, lalu dirubah menjadi 207 (dua 
ratus tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara ; ----------------- 
Bahwa pada ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 
2009, KPUD Kabupaten Pangkep memaparkan hasil Rekapitulasi 
Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan Peroleh Suara Calon 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep yang 
sebelumnya telah dirubah oleh terdakwa, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan Perolehan Suara 
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep di 
Gedung Cinta Mas Kabupaten Pangkep, dengan dihadiri oleh saksi-saksi 
peserta Pemilu tahun 2009 dan dari Pihak Panwas Kabupaten Pangkep 
serta terdakwa selaku Ketua POKJA Tabulasi Penghitungan suara dan 
seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya; 
Dalam rapat Pleno tersebut, KPUD tidak membagikan foto copy hasil 
rekap yang telah dilakukan sehingga peserta rapat keberatan untuk 
menunda rapat untuk mengkopy dan menayangkan hasil rekap tersebut. 
Bahwa setelah rapat ditunda beberapa saat, lalu dilanjutkan kembali 
dengan menayangkan hasil rekap KPUD Kabupaten, tetapi tidak 
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membagikan foto copy sebagaimana yang diminta oleh peserta rapat ; ----
------------------------------------------------------------- 
Bahwa dalam pemaparannya dilakukan secara cepat sehingga 
para peserta Rapat Pleno tidak mengetahui jika hasil Rekapitulasi 
Penghitungan Peroleh Suara Partai Politik dan Caleg sebagaimana 
diuraikan diatas telah dirubah oleh terdakwa, sehingga pada saat Rapat 
Pleno ditutup oleh Ketua KPUD Kabupaten Pangkep para saksi peserta 
Pemilu, terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan 
seluruh Anggota KPUD Pangkep lainnya langsung menandatangani Berita 
Acara Hasil Rapat Pleno tersebut selanjutnya hasil Rapat Pleno 
Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Suara Peserta Pemilu dan Peroleh 
Suara Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dibawa ke KPU 
Provinsi Sulawesi Selatan ; ----------------------------- 
Bahwa sebelum Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan 
perolehan suara tersebut diterima oleh KPUD Provinsi, perbuatan 
terdakwa diketahui PANWAS Kabupaten, lalu dilaporkan kepada KPUD 
Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya KPUD Provinsi menolak 
menerimanya dan mengembalikan kepada KPUD Kabupaten untuk 
diperbaiki sebagaimana mestinya. Setelah diperbaiki sebagaimana 
mestinya barulah Berita Acaranya dan Sertifikat tersebut diterima kembali 
oleh KPUD Provinsi . 
 
 
 Universitas Hasanuddin | 50 
 
2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal Pertama : Pasal 298 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 
atau 
Kedua : Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 atau 
Ketiga : Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008  
Bahwa ketiga dakwaan tersebut di atas pada dasarnya dapat 
mempengaruhi peroleh suara peserta Pemilu. 
3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM 
  bahwa Jaksa Penutut Umum dalam surat tuntutannya, tanggal 27 
Mei 2009, Nomor. Reg. Perkara: PDM-04/Pangk/05/2009 menuntut agar 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini memutuskan ;  
1. Menyatakan terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. NGITUNG 
bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam pasal 298 Undang-Undang RI No. 
10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. 
L. NGITUNG dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta 
rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan . 
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3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten tanggal 27 April 2009. 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPRD-RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten tanggal 28 April 2009. 
- 10 (sepuluh) Examplar foto copy Rekapitulasi penghitungan 
Suara PPK se Kab. Pangkep yaitu Kecamatan Balocci, 
Minasate’ne, Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, 
Labakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle dan L. Tupabbiring 
Dilampirkan dalam berkas perkara : 
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio Type Cort 2 Dua Chasing 
berwarna putih dan terdapat gambar mobil safari. 
Dilampirkan untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
4.  AMAR PUTUSAN 
 Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut 
Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan 
putusan Nomor : 07/Pid.S/2009/PN. Pangkajene, tanggal 01 Juni 2009, 
yang amarnya sebagai berikut ;  
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MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. NGITUNG 
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Mengubah Berita Acara Hasil 
Pemungutan Suara dan/ atau Sertifikat Penghitungan Suara”  
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dengan 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) 
bulan ; ------------- 
3.Memerintahkan agar barang bukti berupa ; 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 
tanggal 27 April 2009 ; -------------------- 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPRD-RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten tanggal 28 April 2009 ; ------------------ 
- 10 (sepuluh) Examplar foto copy Rekapitulasi penghitungan 
Suara PPK se Kab. Pangkep yaitu Kecamatan Balocci, 
Minasate’ne, Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, 
Labakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle dan L. Tupabbiring ; ---
-------------- 
Dilampirkan dalam berkas perkara : 
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio Type Cort 2 Dua Chasing 
berwarna putih dan terdapat gambar mobil safari dirampas 
untuk negara ; ------------------------------------- 
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 
 
5.  KOMENTAR PENULIS 
 Berdasarkan putusan perkara NOMOR : 244/PID/2009/PT.MKS 
yang bahwa menyatakan terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. NGITUNG 
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Mengubah Berita Acara Hasil Pemungutan 
Suara dan/ atau Sertifikat Penghitungan Suara” dan diancam pidana 
dalam pasal 298 Undang – Undang nomor 10 tahun 2008. 
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Adapun unsur-unsur tindak perubahan suara secara ilegal dapat 
dilihat dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD adalah sebagi berikut: 
1) Unsur Setiap Orang 
 Unsur yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang 
sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan 
semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya. 
2) Unsur dengan sengaja 
 Unsur dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang 
dikehendaki dan diketahui serta disadari akan tujuan dan 
akibat-akibatnya. Dalam hal ini para terdakwa menghendaki 
dan mengetahui yang dapat diartikan perbuatan yang dilakukan 
para terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk 
melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki. Dari 
perbuatan dengan sengaja tersebut adalah perbuatan yang 
diinsyafi dan disadari serta dibangun dari keinginan dan 
motivasi dari terdakwa, dimana terdakwa mengetahui apa 
tujuan dan akibat dari perbuatan tersebut. 
3).  Unsur mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau 
sertifikat hasil penghitungan suara. 
Unsur mengubah berita acara penghitungan suara dan/atau 
sertifikat hasil perhitungan suara adalah dimana terdakwa 
dengan sengaja melakukan perbuatan menambah perolehan 
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suara peserta calon pemilu yang tentunya merugikan peserta 
pemilu yang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan 
perubahan dari perolehan suara sebelumnya menjadi 
bertambah. Unsur ini adalah bersifat kumulatif alternatif karena 
unsur yang dimaksud adalah berita acara hasil perhitungan 
suara dan atausertifikat hasil perhitungan suara. Sehingga 
dapat dibuktikan salah satu elemen unsur atau kedua elemen 
unsurnya.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berpendapat 
bahwa segala unsur telah terpenuhi dan penerapan ketentuan pidana 
materiil oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat sesuai dengan tindakan 
yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-
bukti yang ada. Sesuai dengan tugasnya,  Jaksa Penuntut Umum 
mengikuti perkembangan penyidikan ,juga melakukan penelitian hasil 
penyidikan atas nama terdakwa. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut 
Umum mendakwa Hania S.Ag  Berdasarkan hasil penyidikan dan 
keterangan saksi serta pengakuan dari terdakwa, telah terbukti terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Mengubah Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan/ atau Sertifikat 
Penghitungan Suara pasal 298 Undang- Undang No. 10 tahun 2008 yang 
berbunyi :  
“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara 
hasilpenghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan 
suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua 
 Universitas Hasanuddin | 55 
 
belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah” 
Tapi dari akta banding yang dilakukan oleh MASJIDIN, SH. 
Panitera pengadilan negeri pangkajene, penasehat hukum terdakwa telah 
mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 juni 2009 
No.07/Akta.pid/2009/PN.Pangkajene, terhadap Putusan Pengadilan Negri 
Pangkajene, No.07/Pid.s/2009/PN.Pangkajene tanggal 01 juni 2009, dan 
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum 
berdasarkan akta pemberitahuan permohonan banding pada tanggal 02 
juni 2009 oleh ABD. RASYID, Juru sita Pengadian negeri Pangkajene. 
 Setelah berkas banding dipelajari oleh penuntut umum dan 
terdakwa, permintaan pemeriksaan tingkat banding diajukan sesuai 
tenggang waktu dan persyaratansesuai undang undang, maka 
permohonan diterima. 
 Melihat celah yang ada, penasehat hukum terdakwa mengajukan 
eksepsi yang membuat pengadilan tinggi tidak sependapat dengan 
alasan-alasan dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang dalam 
putusannya sangat memberatkan terdakwa. Penasehat hukum terdakwa 
dalam eksepsinya mengemukakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak 
sesuai dan bertentangan dengan pasal 257 ayat (1) Undang-Undang No. 
10 tahun 2008, sehingga dakwaan penuntut umum tersebut harus 
dinyatakan daluarsa. 
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Pasal 257 
(1)  Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu 
yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan 
suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari 
sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. 
 
 Menurut penulis cukup beralasan eksepsi yang diajukan oleh 
penasehat hukum terdakwa karena pada hari tersebut KPU telah 
menetapkan secara nasional hasil pemilu pada tanggal 09 mei 2009, 
berarti semua perkara sudah harus selesai sebelum tanggal 09 mei 2009, 
dalam perkara, terdakwa baru di ajukan kepersidangan tanggal 25 mei 
2009 oleh penuntut umum, jadi sekitar 16 hari setelah KPU menetapkan 
secara nasional hasil pemilu, oleh karena itu eksepsi penasehat hukum 
terdakwa cukup beralasan. 
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  
terdakwa Haniah, S.Ag Binti H. L. Ngitung 
 Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang 
statusnya. Dalam menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus 
mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan 
keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari 
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keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan 
sebuah kemenangan dan kekelahan oleh pencari keadilan. 
Penting kirannya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya.Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan. 
Dalam upaya membuat putusan,  hakim harus mempunyai 
pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal 
– pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang 
terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa , ditambah hakim 
haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau 
tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur – unsur tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya . 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
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1. PERTIMBANGAN HAKIMPADA PENGADILAN TINGKAT 
PERTAMA 
 Menimbang bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena 
di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 
catatan penuntut umum dari kejaksaan negeri pangkajene, No. REG.PRK: 
PDM – 04/Peng/Ep/05/2009, tanggal 20 mei 2009 sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa Hania S. Ag binti H.L Dg. Ngitung pada hari 
minggu 26 april 2009 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalambulan april tahun 2009, bertempat di kantor KPUD 
kabupaten pangkep JL. Kesehatan nomor 31 kecamatan pangkajene, 
kabupaten pangkep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum pengadilan negri pangkajene, dengan 
sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara, perbuatan 
tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :  
  
Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 26 april 2009 sekitar 
pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang dari makassar dan langsung menuju 
kantor KPUD pangkep untuk menghadap ketua KPUD pangkep bapak haji 
Abd. Rahman kambi, Lc, MM dan menyampaikan bahwa ada orang yang 
akan mengacaukan jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan 
perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 27 april tahun 2009 jika 
terdakwa tidak menambah angka perolehan suara Caleg DPRD provinsi 
atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Irfan AB, namun hal tersebut tidak 
ditanggapi oleh ketua KPUD pangkep. Namun terdakwa selaku Ketua 
POKJA yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil penghitungan 
suara langsung menuju keruang kerjanya di kantor KPUD pangkep dan 
merubah Berita Acara rekapitulasi  hasil penghitungan suara model DB 
dari kabupaten pangkep, sehingga berita acara tersebut tidak sesuia 
dengan berita acara perhitungan sesuai dengan berita acara perhitungan 
suara PPK model DA-1. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan 
suara yang diuabah oleh terdakwa yaitu caleg DPRD Provinsi atas nama 
Syukri Syawir, Ir. Andi Irfan AB, Muh. Lutfi Hanafi, SE dan caleg DPR atas 
nama Dr.Ir. Andi yuliani Paris M.sc. tanpa terlebih dahulu 
memberitahu/menyampaikan kepada ketua dan anggota KPUD pangkep 
yang lainnya. 
 Bahwa pada ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 
2009, KPUD Kabupaten Pangkep memaparkan hasil Rekapitulasi 
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Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan Peroleh Suara Calon 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep yang 
sebelumnya telah dirubah oleh terdakwa, dalam Rapat Pleno Rekapitulasi 
penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan Perolehan Suara 
Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep di 
Gedung Cinta Mas Kabupaten Pangkep, dengan dihadiri oleh saksi-saksi 
peserta Pemilu tahun 2009 dan dari Pihak Panwas Kabupaten Pangkep 
serta terdakwa selaku Ketua POKJA Tabulasi Penghitungan suara dan 
seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya; 
Dalam rapat Pleno tersebut, KPUD tidak membagikan foto copy 
hasil rekap yang telah dilakukan sehingga peserta rapat keberatan untuk 
menunda rapat untuk mengkopy dan menayangkan hasil rekap tersebut. 
Bahwa setelah rapat ditunda beberapa saat, lalu dilanjutkan kembali 
dengan menayangkan hasil rekap KPUD Kabupaten, tetapi tidak 
membagikan foto copy sebagaimana yang diminta oleh peserta rapat ; ---- 
Bahwa dalam pemaparannya dilakukan secara cepat sehingga 
para peserta Rapat Pleno tidak mengetahui jika hasil Rekapitulasi 
Penghitungan Peroleh Suara Partai Politik dan Caleg sebagaimana 
diuraikan diatas telah dirubah oleh terdakwa, sehingga pada saat Rapat 
Pleno ditutup oleh Ketua KPUD Kabupaten Pangkep para saksi peserta 
Pemilu, terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan 
seluruh Anggota KPUD Pangkep lainnya langsung menandatangani Berita 
Acara Hasil Rapat Pleno tersebut selanjutnya hasil Rapat Pleno 
Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Suara Peserta Pemilu dan Peroleh 
Suara Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dibawa ke KPU 
Provinsi Sulawesi Selatan ; ----------------------------- 
Bahwa sebelum Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan 
perolehan suara tersebut diterima oleh KPUD Provinsi, perbuatan 
terdakwa diketahui PANWAS Kabupaten, lalu dilaporkan kepada KPUD 
Provinsi Sulawesi-Selatan, selanjutnya KPUD Provinsi menolak 
menerimanya dan mengembalikan kepada KPUD Kabupaten untuk 
diperbaiki sebagaimana mestinya. Setelah diperbaiki sebagaimana 
mestinya barulah Berita Acaranya dan Sertifikat tersebut diterima kembali 
oleh KPUD Provinsi . 
 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 299 ayat (1) UU RI. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Menimbang, bahwa terhadap catatan Penuntut Umum tersebut Terdakwa 
menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya 
mengajukan eksepsi tertanggal 25 Mei 2009. 
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Menimbang, bahwa terhadap catatan Penuntut Umum tersebut 
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat 
Hukumnya mengajukan eksepsi tertanggal 25 Mei 2009. Menimbang, 
bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mengambil putusan 
dalam bentuk putusan sela dengan amar sebagai berikut : 
1.  Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa HANIAH, S.Ag 
Binti H. L. NGITUNG untuk seluruhnya. 
2.  Menyatakan Catatan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang 
didakwakan kepada Terdakwa No. Reg. Perk. : PDM-
04/Pangk/05/2009 adalah sah menurut hukum. 
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan 
pemeriksaan perkara ini. 
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan tentang tindak 
pidana yang didakwakan, Penuntut Umum dipersidangan telah 
mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang pada  
1. Dr. ANWAR BIN HAJI BORAHIMA DG. MAROA, S.H,M.H 
- Bahwa terdakwa diperhadapkan di persidangan karena 
masalah penggelembungan hasil penghitungan suara pemilu 
calon legislative 2009. 
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam keanggotaan KPUD Kab. 
Pangkep sebagai Ketua Pokja Tabulasi data. 
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 April 2009 
sekitar pukul 14.00 Wita di gedung PKK Cinta Mas Kabupaten 
Pangkep, saksi menghadiri acara rapat pleno rekapitulasi 
penghitungan suara untuk DPR RI, DPR Propinsi dan DPD, 
dan yang membuka rapat pleno tersebut adalah Ketua KPUD 
Kab. Pangkep. 
- Bahwa yang hadir pada saat rapat pleno tersebut adalah 
Muspida, Panwaslu, para saksi dari partai politik dan anggota 
KPUD Kab. Pangkep sebanyak 5 orang dan duduk di depan. 
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau ada 
penggelembungan suara nanti pada saat Rekapitulasi 
Penghitungan suara diantar ke KPU Propinsi Sulsel dan dalam 
perjalanan saksi ditelepon salah seorang calon legislative DPR 
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RI dari PAN bahwa data rekapitulasi penghitungan yang diantar 
ke KPU Propinsi sudah digelembungkan. Lalu saksi 
menghubungi Anggot KPU Propinsi supaya Rekapitulasi 
Penghitungan Suara Kab. Pangkep jangan diterima karena ada 
penggelembungan suara. 
- Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan suara dibacakan 
oleh terdakwa. 
- Bahwa hasil rekapitulasi Penghitungan kemudian dibagian 
setelah rapat pleno. 
- Bahwa yang mengantar rekapitulasi Penghitungan suara ke 
KPU Proponsi Sulsel adalah Para Anggota KPUD dan 
Panwaslu Kab. Pangkep. 
- Bahwa terdakwa ikut mengantar rekapitulasi pengitungan suara 
dan ditemani oleh anggota pengamanan. 
- Bahwa saksi tahu nama calon legislative dan partai politiknya 
yang digelembungkan suaranya ada 4 orang dari 3 partai politik 
yaitu : 
o Dr. Ir. Andi Yuliani Paris, M.Sc Caleg DPR RI dari PAN 
o Andi Muh. Orfan Caleh RPD Propinsi dari PAN; 
o Ir. Sukhri Syawir Caleg DPR Propinsi dari PKS 
o H. Muh. Lutfi Hanapi, SE Caleg DPR Propinsi Partai 
Demokrat 
- Bahwa cara penggelembungan suara tersebut adalah suara 
yang tidak sah dirubah menjadi suara sah. 
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara sudah diperbaiki dan 
telah sesuai dengan data awal. 
- Bahwa anggota KPUD Kab. Pangkajene yang lain tidak tahu 
kalau ada penggelembungan suara. 
- Bahwa perbaikan terhadap Rekapitulasi penghitungan suara 
dilakukan pada keesokan harinya dimana saksi diundang 
KPUD Kab. Pangkep untuk menghadiri rapat perbaikan 
rekapitulasi penghitungan suara dan hasilnya data yang ada di 
KPUD sudah sama dengan data yang ada di PPK. 
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- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani berita acara 
rekapitulasi penghitungan suara. 
- Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa; 
2. IBRAHIM BIN HAJI NURDIN, S.Ag, M.Pd 
- Bahwa jabatan terdakwa dalam keanggotaan KPUD Kab. 
Pangkep sebagai Ketua Pokja 
- Tabulasi data. 
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 
14.00 Wita di gedung PKK Cinta Mas Kabupaten Pangkep 
saksi menghadiri acara rapat plenorekapitulasi penghitungan 
suara untuk DPR RI, DPR Propiinsi dan DPD, yang membuka 
rapat pleno tersebut adalah Ketua KPUD Kabupaten Pangkep. 
- Bahwa yang hadir pada saat rapat pleno tersebut adalah 
Muspida, Panwaslu, para saksi dari partai politik dan anggota 
KPUD Kab. Pangkep sebanyak 5 orang dan duduk di depan. 
- Bahwa hasil rekapiitulasi  Penghitungan kemudian dibagikan 
setelah rapat pleno. 
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kalau ada 
penggelembungan suara nanti pada saat Rekapitulasi 
Penghitungan suara diantar ke KPU Propinsi Sulsel dan dalam 
perjalanan saksi ditelepon salah seorang calon legislative  DPR 
RI dan PAN bahwa data rekapitulasi penghitungan yang diantar 
ke KPU Propinsi sudah digelembungkan. 
- Bahwa yang mengantar Rekapitulasi penghitungan suara ke 
KPU Propinsi Sulsel adala para Anggota KPUD dan Panwaslu 
Kab. Pangkep. 
- Bahwa terdakwa ikut mengantar rekapitulasi penghitungan 
suara dan ditemani oleh anggota pengamanan. 
- Bahwa saksi tau nama calon legislative dan partai politiknya 
yang digelembungkan suaranya Ada 4 orang dari  3 partai 
politik yaitu : 
- Dr. Ir. Andi Yuliani Paris. M.Sc Caleg DPR RI dari PAN 
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- Andi Muh. Irfan Caleg DPR Propinsi dari PAN ; 
- Ir. Sukhri Syawir Caleg DPR Propinsi dari PKS 
- H. Muh. Lutfi Hanafpi, SE Caleg DPR Propinsi Partai Demokrat 
- Bahwa berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut 
kemudian diperbaiki pada tanggal 29 April 2009 dan 
sebelumnya tanggal 28 April 2009 ada perbaikan rekapitulasi 
penghitungan suara tetapi di tolak karena tidak ditanda tangani 
oleh saksi. Kemudian terbitlah Rekapitulasi yang disahkan oleh 
rapat pleno pada tanggal 229 April 2009 dan hasilnya sudah 
dikirim ke KPUD Propinsi. 
 Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa ; 
3. USMAN BIN SAHUDE 
- Bahwa saksi tahu jabatan Terdakwa dalam organisasi di KPUD 
Kab. Pangkep adalah Ketua Kelompok Kerja Tabulasi data. 
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena 
masalah penggelembungan hasil penghitungan suara pemilu 
calon legislatif 2009. 
- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bungoro. 
- Bahwa saksi menandatangani berita acara Rekapitulasi data 
dari PPK 
- Bahwa nama formulir rekapitulasi penghitungan suara dari 
KPPS berbentuk C1 dan untuk tingkat PPK Kecamatan adalah 
DA 1. 
- Bahwa formulir DA1 ditandatangani oleh saksi dan saksi dari 
partai politik. 
- Bahwa saksi menyerahkan data DA1 kepada KPUD Kab. 
Pangkep pada tanggal 17 April 2009. 
- Bahwa data PPK Kecamatan Bungoro dibacakan di KPUD Kab. 
Pangkep pada tanggal 22 April 2009 dalam rapat pleno. 
- Bahwa saksi tidak tahu hasil rapat pleno yang diadakan tanggal 
27 April 2009. 
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- Bahwa saksi pernah menyerahkan data PPK Kecamatan 
Bungoro kepada KPUD Kab. Pangkep dan pada waktu 
diperiksa di polisi data yang ada pada saksi berbeda dengan 
data yang ada di polisi. 
- Bahwa caleg digelembungkan suaranya adalah dari partai PKS, 
Demokrat dan PAN. 
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani atau 
menghubungi saksi untuk merubah data tersebut. 
- Bahwa untuk Kecamatan Bungoro caleg atas nama Sukri 
memperoleh 1979 suara dan Lutfi memperoleh 645 suara. 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa ; 
4. JUNAID BIN IBRAHIM 
- Bahwa sebebnya terdakwa diperhadapkan di persidangan 
karena masalah penggelembungan hasil penghitungan suara 
pemilu calon legislative 2009. 
- Bahwa jabatan saksi dalam PPK Kecamatan Pangkajene 
sebagai Ketua PPK Kecamatan Pangkajene. 
- Bahwa nama formulir rekapitulasi penghitungan suara dari 
KPPS dan PPK Kecamatan adalah Formulir CC1 untuk KPPS 
dan formulir DA1 untuk PPK Kecamatan. 
- Bahwa saksi menandatangani formulir DA1 dan juga 
ditandatangani oleh saksi partai politik 
- Bahwa saksi menyerahkan data DA1 kepada KPUD Kab. 
Pangkep pada tanggal 15 April 2009. 
- Bahwa data PPK Kecamatan Bungoro dibacakan di KPUD Kab. 
Pangkep pada tanggal 23 April 2009 dalam rapat pleno. 
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara rapat pleno penghitungan 
suara yang diadakan pata tanggal 27 April 2009. 
- Bahwa saksi pernah menyerahkan data dari PPK ke KPUD 
Kab. Pangkep dan pada waktu diperiksa di polisi data yang ada 
pada sksi berbeda dengan data yang ada di polisi. 
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- Bahwa saksi tahu kalau ada penggelembungan suara di KPUD 
Kab. Pangkep setelah diperiksa di polisi. 
- Bahwa caleg yang digelembungkan suaranya adalah Caleg 
DPR Propinsi PAN atas nama Ir. Andi Muh. Irfan memperoleh 
109 suara dan DPR RI PAN Dr. Ir. Andi Yudi Paris, MSc 
dengan 468 suara. 
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendatangi atau menghubungi 
saksi untuk merubah tersebut. 
- Bahwa jabatan terdakwa dalam organisasi di KPUD Kab. 
Pangkep adalah Ketua Kelompok Kerja Tabulasi data. 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa ; 
5. PAKKAI BIN LAPALU, S.S. 
- Bahwa jabatan terdakwa dalam organisasi di KPUD Kab. 
Pangkep adalah Ketua Kelompok Kerja Tabulasi data. 
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperhadapkan di persidangan 
karena masalah penggelembungan hasil penghitungan suara 
pemilu calon legislatif 2009.  
- Bahwa jabatan saksi dalam PPK KEcamatan Minasatene 
sebagai Ketua PPK kecamatan Minasate’ne. 
- Bahwa nama formulir rekapitulasi penghitungan suara adalah 
formulir CCI untukk KPP dan formulir DAI untuk PPK 
Kecamatan. 
- Bahwa saksi menandatangani berita acara Rekapitulasi data 
dari PPK. 
- Bahwa saksi menyehrahkan data DAI kepada KPUD Kab. 
Pangkep pada tanggal 16 April 2009. 
- Bahwa data PPK Kecamatan Bungoro di bacakan di KPUD 
Kab. Pangkep pada tanggal 27 April 2009 dalam rapat pleno. 
- Bahwa saksi tahu hasil rapat pleno yang diadakan pada tanggal 
27 April 2009. 
 Universitas Hasanuddin | 66 
 
- Bahwa saksi pernah menyerahkan data PPK Kecamatan 
Bungoro kepada KPUD Kab. Pangkep dan pada waktu 
diperiksa di polisi data yang ada pada saksi berbeda dengan 
data yang ada di polisi. 
- Bahwa caleg yang digelembungkan suaranya adalah caleg 
DPR Propinsi PAN atas nama Ir. Andi Muh. Irfan memperoleh 
66 suara dan caleg DPR Propinsi PKS Ir. Sukri Syawir dengan 
630 suara di PPK Kecamatan Minasate’ne. 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa ; 
6. HARSAL SETIAWAN BIN JAMALUDDIN, S.H. 
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperhadapkan di persidangan 
karena masalah adanya dugaan perubahan rekapitulasi 
penghitungan suara pemilu calon legislatif 2009. 
- Bahwa saksi sebagai anggota pemantau pemilau dan 
memantau jalannya siding pleno. 
- Bahwa caleg yang saksi dukung dalam pemilu legislatif 2009 
adalah Caleg PAN bernama A. Taufan Tiro. 
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 
April 2009 sekitar pukul 15.00 Wita di gedung PKK Kabupaten 
Pangkep diadakan rekapitulasi penghitungan suara. 
- Bahwa sasi tidak masuk dalam acara rapat pleno penghitungan 
suara yang diadakan pada tanggal 27 April 2009 karena tidak 
diizinkan memasuki ruangan rapat dan saksi hanya memantau 
dari luar saja. 
- Bahwa setelah rapat pleno selesai saksi menemukan 
seseoarang yang saksi tidak kenal sedang memfotocopy 
Rekapitulasi model DB tersebut. 
- Bahwa tindakan saksi setelah memperoleh foto copy 
Rekapitulasi model DB tersebut kemudian mengumpulkan dan 
membandingkan dengan data yang ada di KPUD Kab. Pangkep 
dengan data dari PPK dan ternyata ada perbedaan lalu saksi 
laporkan kepada Ketua Tim Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi 
bernama NUR ABDI RUSDY, S.H. untuk dilaporkan ke Panwas 
Kab. Pangkep. 
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- Bahwa ada 12 kecamatan yang mengalami perubahan 
perolehan suara. 
- Bahwa saksi memperoleh data yang ada formulir model DA dari 
PPK. 
- Bahwa data yang ada dalam Formulir DA dan DB sangat 
berbeda. 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut  dibenarkan 
oleh terdakwa ; 
7. NUR ABDY RUSDY Bin H.M. RUSDY, SH 
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan 
dengan masalah perubahan rekapitulasi perhitungan suara 
pemilu calon legislatif 2009, yang terjadi pada hari senin 
tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 15.00 Wita di Kantor KPUD 
Kabupaten Pangkep ; 
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada perubahan rekapitulasi 
penghitungan suara karena saksi disampaikan oleh HARSAL 
bahwa ada penggelembungan suara di KPUD Kabupaten 
Pangkep pada pukul 16.00 Wita dan saksi tidak mengetahui 
siapa yang melakukan perubsahan rekapitulasi suara ; 
- Bahwa saksi tidak menghadiri acara rapat pleno penghitungan 
suara yang diadakan pada tanggal 27 April 2009; 
- Bahwa tindakan saksi stelah mendapatkan informasi dari 
HARSAL langsung memerintahkan HARSAl untuk mengecek 
keberanannya dan melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten 
Pangkep; 
- Bahwa ada 12 Kecamatan yang digelembungkan suaranya; 
- Bahwa saksi adalah dengan HARSAL satu tim dalam Aliansi 
Pemuda Peduli Demokrasi; 
Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa ;  
8. A. SYAMSUL ALAM TAWIR 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan 
masalah adanya dugaan perubahan rekapitulasi penghitungan 
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suara pemilu calon legislative 2009, yang terjadi pada hari 
Senin tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 15.00 Wita di gedung 
PKK Kabupaten Pangkep ; 
- Ruangan bahwa saksi adalah sebagai anggota pemantau 
pemilu dan memantau jalannya sidang pleno dan setelah rapat 
pleno selesai saksi menemukan seseorang yang sakti tidak 
kenal sedang memfotocopy bersama HARSAL rekapitulasi 
model DB tersebut dan saksi tidak mengetahui pasti siapa yang 
merubah suara rekapitulasi tapi anggota KPUD Kab. Pangkep; 
- Bahwa saksi tidka menghadiri acara rapat pleno penghitungan 
suara yang diadakan pada tanggal 27 April 2009 karena tidak 
diizinkan memasuki ruangan rapat dan saksi hanya memantau 
dari luar saja. 
- Bahwa ada caleg yang saksi dukung dalam pemilu legislative 
2009 yang bernama A. AUFAN TIRO caleg dari partai PAN; 
- Bahwa tindakan saksi setelah memperoleh foto copy rekapitulai 
model DB tersebut, setelah mengumpulkan dan 
membandingkan data yang ada di KPUD Kabupaten Pangkep 
dengan data dari PPK dan ternyata ada perbedaan lalu saksi 
bersama HARSAL melaporkan kepada Ketua Tim Aliansi 
Pemuda Peduli Demokrasi bernama NUR ABDI RUSDY, SH 
untuk melaporkan ke Panwaas Kabupaten Pangkep; 
- Bahwa pada saat rapat pleno berlangsung tidak menggunakan 
alat pengeras suara namun saksi mendengar secara samar-
samar; 
- Bahwa ada 12 Kecamatan yang mengalami perubahan 
perolehan suara sedangkan saksi memperoleh data yang ada 
di formulir model DA dari PPK; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui asli rekapitulasi yang di foto 
copy, dan data yang ada dalam formulir DA dan DB sangat 
berbeda; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan terdakwa dalam 
organisasi di KPUD Kabupaten Pangkep ; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa; 
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9. HAJI ABD. RAHMAN KAMBI, LC, MM Bin HAJI KAMBI 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan 
adanya masalah yaitu laporan dari Panwaslu tentang 
perbedaan rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi pada 
hari Senin tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 10,00 Wita di 
Gedung PKK Kabupaten Pangkep, KPUD Kabupaten Pangkep 
mengadakan rapat pleno terbuka untuk mengesahkan 
rekapitulasi penghitungan suara; 
- Bahwa saki adalah sebagai Ketua KPUD Kabupaten Pangkep 
dan saksi yang memimpin rapat pleno tersebut; 
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pokja Tabulasi data dan 
penghitungan suara disamping itu terdakwa sebagai Korwil III 
dimana tugas dari terdakwa dalam rapat pleno yaitu terdakwa 
membacakan rekapitulasi penghitungan suara ; 
- Bahwa saksi tidak sempat mengecek kembali data dalam 
rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan dalam rapat 
pleno karena dikejar-kejar mengingat rekapitulasi sudah harus 
disetor ke KPU Propinsi pada tanggal 27 April 2009; 
- Bahwa ada interpupsi dari peserta dalam rapat pleno yaitu daru 
Panwaslu dan minta data yang dibacakan dibagikan sebagai 
data pembanding; 
- Bahwa data rekapitulasi penghitungan suara yang disahkan 
pada tanggal 27 April 2009 ada perubahan/ tambahan 
perolehan suara 4 orang caleg yaitu Dr. Ir. A. YULIANI PARIS, 
MSc caleg DPR RI darin Partai PAN dan ANDI IRGAN caleg 
DPR Propinsi dan 2 orang lainnya saksi tidak ingat namanya 
masing-masing dari caleg PKS dan Demokrat; 
- Bahwa yang dapat melakukan perubahan data tersebut Cuma 
terdakwa yang bisa merubah data dan saksi tidak mengetahui 
berapa jumlah suara ditambahkan kepada caleg tersebut; 
- Bahwa saksi menandatangani berita acara pengesahan 
rekapitulasi penghitungan suara; 
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebelum 
tanggal 27 April 2009 pada tanggal 26 April 2009 terdakwa 
pernah menyampaikan bahwa ada seseorang mengancam diri 
terdakwa akan mengganggu jalannya rapat pleno bila 
perolehan suaranya tidak ditambah dan terdakwa akan 
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mengganggu jalannya rapat pleno dan yang ada ditempat 
tersebut Cuma berdua yaitu saksi dan terdakwa; 
- Bahwa tindakan saksi selaku Ketua KPUD Kabupaten Pangkep 
mendengar laporan dari terdakwa saksi menyampaikan kepada 
terdakwa lakukan apa yang terbaik menurut terdakwa dan saksi 
melaporkan ke Polisi minta pengamanan; 
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan data setelah 
pulang dari Makassar untuk  menyerahkan rekaputulasi 
penghitungan suara ke KPU Propinsi, saksi diberitahu oleh Hj. 
NADI QURATUL UYUN, anggota KPUD Kabupaten Pangkep 
bahwa Panwalsu menyampaikan ada kesalahan dalam 
rekapitulasi; 
- Bahwa tidak ada tandan terima rekapitulasi penghitungan suara 
dari KPU Propinsi; 
- Bahwa saksi mengadakan rapat pada tanggal 28 April 2009 
dan hasil rapat tersebut diantar ke KPU Propinsi tetapi di tolak 
karena tidak ditandatangani oleh saksi, KPUD Kabupaten 
mengadakan rapat pleno terbuka pada tanggal 29 April 2009 
dan datanya sudah sesuai dengan data awal yang sebenarnya 
dan sudah diserahkan ke KPU Propinsi; 
- Bahwa yang hadir pada saat rapat pleno tanggal 27 April 2009 
dan tanggal 29 April 2009 adalah Panwaslu, para saksi partai 
politik dan Muspida; 
- Bahwa data yang dibacakan kepada Panwaslu sesuai 
permintaan dalam interupsi saksi berikan setelah rapat pleno 
selesai dan sudah di tandatangani Anggota KPUD Kabupaten 
Pangkep dan para saksi ; 
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi 
Penghitungan suara semua anggota KPUD Kabupaten 
Pangkep dan para saksi politik. 
- Bahwa sebelum rapat pleno tanggal 27 April 2009 dilaksanakan 
rapat pada tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 25 
April 2009 untuk penghitungan suara model DA1 dari PPK 
namun karena kesibukan sebagai Ketua, kadang menghadiri 
rapat; 
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- Bahwa fungsi dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua KPUD 
Kabupaten Pangkep adalah memimpin rapat dan sebagai 
pengarah; 
- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara model DA tidak 
dilaporkan sedangkan data model DA dan BB pada saar rapat 
pleno disimpan dalam kotak suara sedangkan data model DB 
pada saat rapat pleno disimpan dalam kotak suara sedangkan 
data model DB masih di dalam laptop belum di print out; 
- Bahwa tidak ada saksi yang keberatan pada saat pembacaan 
rekapitulasi penghitungan suara tanggal 27 April 2009; 
- Bahwa saksi yang hadir dan menandatangani berita acara 
rapat pleno pengesahan rekapitulasi penghitungan suara saksi 
tidak mengetahui; 
- Bahwa yang saksi tandatangani adalah sertifikat dan berita 
cara pengesahan rekapitulasi penghitungan suara; 
- Bahwa keempat caleg berkurang suaranya setelah diadakan 
perbaikan rekapitulasi penghitungan suara; 
- Bahwa keempat caleg tersebut tidak memperoleh kursi dalam 
pemilu 2009 seandainya hasil rekapitulasi penghitungan suara 
tanggal 27 Apeil 2009 saksi tidak mengetahui apakah dapat 
kursi atau tidak; 
- Bahwa tidak ada suara caleg yang diambil karena suara tidak 
sah yang dijadikan suara sah untuk ditambahkan kepada 
keempat caleg tersebut; 
- Bahwa saksi tidak mengecek keadaan di sekitar tempat 
dilaksanakannya rapat pleno; 
- Bahwa saksi sebagai Ketua juga merasa bersalah atas 
kejadian ini, dan antara terdakwa dengan saksi tidak pernah 
ada kesepakatan; 
- Bahwa Panwaslu sebelumnya tidak pernah menyampaikan 
laporan tentang pelanggaran pemilu; 
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak pernah ada perbaikan data 
Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut dibenarkan 
oleh terdakwa; 
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10. Drs. HAJI IDRIS ALYAFI Bin MUH. ALYAFIE. 
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan 
masalah adanya laporan dari Panwaslu tentang perbedaan 
rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi pada hari Senin 
tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 10.00 Wita di Gedung PKK 
Kabupaten Pangkep, KPUD Kabupaten Pangkep mengadakan 
rapat pleno terbuka untuk mengesahkan terkapitulasi 
penghitungan suara; 
- Bahwa yang memimpin rapat pleno adalah Ketua KPUD 
Kabupaten Pangkep bahwa terdakwa juga sebagai anggota 
KPUD Kabupaten Pangkep dan jabatannya sebagai Ketua 
Pokja Tabulasi data dan penghitungan suara disamping itu 
terdakwa sebagai Korwil III dan pada saat rapat pleno tanggal 
27 April 2000 saksi hadir; 
- Bahwa tugas saksi dalam keanggotaan KPUD saksi sebagai 
Korwil I dengan tugas menerima laporan dari PPK dan 
merekpnya; 
- Bahwa saksi menghadiri rapat pada tanggal 22 sampai dengan 
tanggal 25 April 2009; 
- Bahwa bentuk formulir yang dibacakan dalam rapat tanggal 22 
sampai dengan tanggal 25 April 2009 model DB dan setelah 
hasilnya dibaca rekapitulasi model DB tersebut diserahkan 
kepada terdakwa; 
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 22 sampai dengan 
tanggal 25 April 2009 adalah anggota KPUD Kabupaten 
Pangkep, PPK dan para saksi dimana pada rapat tersebut tidak 
ada pihak yang keberatan; 
- Bahwa pada awalnya berita acara tanggal 27 April 2009 sah 
dan telah diantar ke KPU Propinsi dan tetapi tidak jadi distor 
karena ada laporan dari Panwaslu katanya data tersebut ada 
yang dirubah, kemudian anggota KPUD mengadakan rapat 
perbaikan pada tanggal 28 April 2009 untuk memperbaiki data 
yang salah tetapi ditolak oleh KPU Propinsi karena saksi-saksi 
tidak tanda tangan berita acara kemudian diadakan rapat pleno 
lagi tanggal 29 April 2009 dan hasil sudah diserahkan ke KPU 
Priponsi; 
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- Bahwa yang merubah data tersebut adalah terdakwa; 
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pengesahan 
rekapitulasi penghitungan suara dan terdakwa tidak pernah 
memberitahu kalau ada orang yang mengganggu jalannya 
rapat pleno; 
- Bahwa yang mengantar berita acara rakapitulasi penghitungan 
suara ke KPU Propinsi adalah terdakwa bersama ketua KPUD; 
- Bahwa saksi parpol yang hadir pada saat rapat pleno tanggal 
29 April 2009 berjumlah 15 (lima belas) orang; 
- Bahwa ada perbedaan data antara berita acara tanggal 27 April 
2009 dengan tanggal 29 April 2009; 
- Bahwa adapun caleg yang ditambah suaranya adalah Dr. Ir. 
ANDI YULIANI PARIS, MSc, Caleg DPR RI dari partai PAN, Ir. 
SUKSI SYAWIR Caleg DPR Propinsi dan partai PKS, ANDI 
IRFAN caleg DPR Propinsi dari partai PAN, H. MU. LUTFI 
HANAFI, SE Caleg DPR Propinsi dari partai Demokrat; 
- Bahwa anggota KPUD tidak pernah membahas masalah terror 
mengganggu jalan rapat pleno tanggal 27 April 2009; 
- Bahwa keempat caleg tersebut tidak memperoleh kursi dalam 
pemilu 2009 serta saksi tidak mengetahui apabila hasil 
rekapitulasi penghitungan suara tanggal 27 April 2009 tidak 
dirubah apakah akan mendapatkan kursi; 
- Bahwa berita acara tanggal 27 April 2009 tidak sah dan yang 
sah adalah berita acara tanggal 29 April 2009; 
- Bahwa tidak ada caleg yang diambil suaranya karena suara 
tidak sah yang dijadikan suara sah untuk ditambahkan kepada 
keempat caleg tersebut; 
- Bahwa terdakwa memiliki staf dibagian tabulasi data; 
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan oleh seseorang; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui model data DA tanggal 22 April 
2009 yang dimasukkan ke dalam model DB tanggal 27 April 
2009; 
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- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merubah data tersebut 
adalah terdakwa sendiri; 
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa 
sehubungan dengan masalah perubahan data tersebut; 
- Bahwa saksi tidak pernah membuka laptop terdakwa; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut ada yang 
tidak benar yaitu terhadap model DA yang dibacakan bukan 
model DB; 
11. MUTAHAR, SH, Bin ABUBAKAR MAHMUD 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan 
masalah adanya laporan dari Panwaslu tentang perbedaan 
rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi pada hari Senin 
tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 10.00 Wita di Gedung PKK 
Kabupaten Pangkep, KPUD Kabupaten Pangkep mengadakan 
rapat pleno terbuka untuk mengesahkan rekapitulasi 
penghitungan suara; 
- Bahwa yang memimpin rapat pleno adalah ketua KPUD 
Kabupaten Pangkep bahwa terdakwa juga sebagai anggota 
KPUD Kabupaten Pangkep dan jabatannya sebagai Ketua 
Pokja Tabulasi data dan penghitungan suara disamping itu 
terdakwa sebagai Korwil III dan pada saat pleno tanggal 27 
April 2000 saksi hadir; 
- Bahwa tugas saksi dalam keanggotaan KPUD saksi sebagai 
Korwil IV dengan tugas menerima laporan dari PPK dan 
merekapnya; 
- Bahwa saksi selalu menghadiri rapat pada tanggal 22 sampai 
dengan tanggal 25 April 2009; 
- Bahwa bentuk formulir yang dibacakan dalam rapat tanggal 22 
sampai dengan tanggal 25 April 2009 model DB dan setelah 
hasilnya dibaca rekapitulasi model DB tersebut diserahkan 
kepada terdakwa; 
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 22 sampai dengan 
tanggal 25 April 2009 adalah anggota KPUD Kabupaten 
Pangkep, PPK dan para saksi parpol dimana pada rapat 
tersebut tidak ada pihak yang keberatan; 
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- Bahwa pada awalnya berita acara tanggal 27 April 2009 sah 
dan telah diantar ke KPU Propinsi dan tetapi tidak jadi disetor 
karena ada laporan dari Panwaslu katanya data tersebut ada 
yang dirubah, kemudian anggota KPUD mengadakan rapat 
perbaikan pada tanggal 28 April 209 untuk memperbaiki data 
yang salah tetapi ditolak oleh KPU Propinsi karena saksi-saksi 
tidak tanda tangan berita acara kemudian diadakan rapat pleno 
lagi tanggal 29 April 2009 dan hasil sudah diserahkan ke KPU 
Propinsi; 
- Bahwa yang merubah data tersebut adalah terdakwa; 
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pengesahan 
rekapitulasi penghitungan suara dan terdakwa tidak pernah 
memberitahu kalau ada orang yang mengganggu jalannya 
rapat pleno; 
- Bahwa yang mengantar berita acara rekapitulasi penghitungan 
suara ke KPU Propinsi adalah terdakwa bersama Ketua KPUD; 
- Bahwa saksi parpol yang hadir pada saat rapat pleno tanggal 
29 April 2009 berjumlah 15 (lima belas) orang; 
- Bahwa ada perbedaan data antara berita acara tanggal 27 April 
2009 dengan tanggal 29 April 2009; 
- Bahwa adapun caleg yang ditambah suaranya adalah Dr. Ir. 
ANDI YULIANI PARIS, MSc. Caleg DPR RI dari Partai PAN, Ir. 
SUKRI SYAWIR caleg DPR Propini dari partai PKS, ANDI 
IRGAN caleg DPR Propinsi dari partai PAN, H. Muh. LUTFI 
HANAFI, SE Caleg DPR propinsi dari partai Demokrat; 
- Bahwa anggota KPUD tidak pernah membahas masalah terror 
mengganggu jalan rapat pleno tanggal 27 April 2009; 
- Bahwa keempat caleg tersebut tidak memperoleh kursi dalam 
pemilu 2009 serta saksi tidak mengetahui apabila hasil 
rekapitulasi penghitungan suara tanggal 27 April 2009 tidak 
dirubah apakah akan mendapatkan kursi; 
- Bahwa berita acara tanggal 27 April 2009 tidak sah dan yang 
sah adalah berita acara tanggal 29 April 2009; 
- Bahwa tidak ada caleg yang diambil suaranya karena suara 
tidak sah yang dijadikan suara sah untuk ditambahkan kepada 
keempat caleg tersebut; 
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- Bahwa terdakwa memiliki staf dibagian tabulasi data; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui model data DA tanggal 22 April 
2009 yang dimasukkan ke dalam model DB tanggal 27 April 
2009; 
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merubah data tersebut 
adalah terdakwa sendiri; 
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa 
sehubungan dengan masalah perubahan data tersebut; 
- Bahwa saksi tidak pernah membuka laptop terdakwa; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut ada yang 
tidak benar yaitu terhadap mpdel DA yang dibacakan bukan 
model DB; 
12. HAJJA ANDI QURATUL UYUN Binti SYAHRIR AMIR, ST 
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan 
masalah adanya laporan dari Panwaslu tentang perbedaan 
rekapituasi penghitungan suara yang terjadi pada hari Senin 
tanggal 27 April 2009 sekitar pukul 10.00 Wita di Gedung PKK 
Kabupaten Pangkep, KPUD Kabupaten Pangkep mengadakan 
rapat pleno terbuka untuk mengesahkan rekapitulasi 
penghitungan suara; 
- Bahwa yang memimpin rapat pleno adalah Ketua KPUD 
Kabupaten Pangkep; 
- Bahwa terdakwa juga sebagai anggota KPUD Kabupaten 
Pangkep dan jabatannya sebagai Ketua Pokja Tabulasi data 
dan penghitungan suara disamping itu terdakwa sebagai Korwil 
III dan pada saat rapat pleno tanggal 27 April 2000 saksi hadir; 
- Bahwa tugas saksi dalam keanggotaan KPUD saksi sebagai 
Korwil II dengan tugas menerima laporan dari PPK dan 
merekapnya; 
- Bahwa saksi selalu menghadiri rapat pada tanggal 22 sampai 
dengan tanggal 25 April 2009; 
- Bahwa bentuk formulir yang dibacakan dalam rapat tanggal 22 
sampai dengan tanggal 25 April 2009, model DB dan setelah 
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hasilnya dibaca rekapitulasi model DB tersebut diserahkan 
kepada terdakwa; 
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 22 smapai tanggal 25 
April 2009 adalah anggota KPUD Kabupaten Pangkep, PPK 
dan para saksi parpol dimana pada rapat tersebut tidak ada 
pihak yang keberatan; 
- Bahwa pada awalnya berita acara tanggal 27 April 2009 sah 
dan telah diantar ke KPU Propinsi dan tetapi tidak jadi disetor 
karena ada laporan dari Panwaslu katanya data tersebut ada 
yang dirubah, kemudian anggota KPUD mengadakan rapat 
perbaikan pada tanggal 28 April 2009 untuk memperbaiki data 
yang salah tetapi ditolak oleh KPU Propinsi karena saksi-saksi 
tidak tanda tangan berita acara kemudian diadakan rapat pleno 
lagi tanggal 29 April 2009 dan hasil sudah diserahkan ke KPU 
Propinsi; 
- Bahwa yang merubah data tersebut adalah terdakwa; 
- Bahwa saksi tanda tangani berita acara pengesahan 
rekapitulasi penghitungan suara dan terdakwa tidak pernah 
memberitahu kalau ada orang yang mengganggu jalannya 
rapat pleno; 
- Bahwa yang mengantar berita cara rekapitulasi penghitungan 
suara ke KPU Propinsi adalah terdakwa bersama Ketua KPUD; 
- Bahwa saksi parpol yang hadir pada saat rapat pleno tanggal 
29 April 2009 berjumlah 29 April 2009; 
- Bahwa adapun caleg yang ditambah suaranya adalah Dr. Ir. 
ANDI YULIANI PARIS, MSs, Caleg DPR RI dari partai PAN, Ir. 
SUKRI SYAWIR caleg DPR Propinsi dari Partai PKS, ANDI 
IRFAN Caleg DPR Propinsi dari partai PAN, H. MUH. LUTFI 
HANAFI, SE caleg DPR Propinsi dari Partai Demokrat; 
- Bahwa angora KPUD tidak pernah membahas masalah terror 
mengganggu jalan rapat pleno tanggal 27 April 2009; 
- Bahwa keempat caleg tersebut tidak memperoleh kursi dalam 
pemilu 2009 serta saksi tidak mengetahui apabila hasil 
rekapitulasi penghitungan suara tanggal 27 April 2009 tidak 
dirubah apakah akan mendapatkan kursi; 
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- Bahwa berita acara tanggal 27 April 2009 tidak sah dan yang 
sah adalah berita acara tanggal 29 April 2009; 
- Bahwa tidak ada caleg yang diambil suaranya karena suara 
tidak sah yang dijadikan suara sah untuk ditambahkan kepada 
keempat caleg tersebut; 
- Bahwa terdakwa memiliki staf dibagian tabulasi data; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui model data DA tanggal 22 April 
2009 yang dimasukkan ke dalam model DB tanggal 27 April 
2009; 
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merubah data tersebut 
adalah terdakwa sendiri; 
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa 
sehubungan dengan masalah perubahan data tersebut; 
- Bahwa saksi tidak pernah membuka laptop terdakwa; 
Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut ada yang 
tidak benar yaitu terhadap mpdel DA yang dibacakan bukan 
model DB; 
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa pada awalnya tanggal 26 April 2009 terdakwa bertemu 
salah seorang bernama Ir. SUKRI SYAWIR Caleg PKS di salah 
satu Mal di Makassar dan mengancam terdakwa dengan 
mengatakan kalau kamu tidak berubah atau menambah 
suaranya, dia akan mengganggu jalannya rapat pleno tanggal 
27 April 2009, da nada juga H. AMAR dan HAMKA minta 
supaya calegnya ditambah suaranya dan selain nama-nama 
terebut ada juga yang meminta kepada terdakwa untuk 
meminta suara untuk ditambahkan yaitu Dr. Ir. ANDI YULIANI 
PARIS, MSc menghubungi terdakwa melalui SMS; 
- Bahwa adapun caleg yang ditambah suaranya adalah Dr. Ir. 
ANDI YULIANI PARIS, MSc. Caleg DPR RI dari partai PAN, Ir. 
SUKRI SYAWIR caleg DPR Propinsi dari partai PKS ANDI 
IRFAN caleg DPR Propinsi dari partai PAN, H. MUH. LUTFI 
HANAFI, SE Caleg DPR Propinsi dari partai Demokrat; 
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- Bahwajumlah suara yang ditambahkan untuk SUKRI SYAWIR 
sebanyak 3000 suara, ANDI YULIANI PARIS sebanyak 2000 
suara sedangkan caleg lainnya hanya ratusan saja; 
- Bahwa terdakwa sendiri yang ingin menambahkan suara agar 
suasana pelaksanaan rapat pleno berjalan lancar dan aman; 
- Bahwa selain Ir. SUKRI SYAWIR, tidak ada yang mengancam 
terdajwa dan pernah juga Ir. SYUKRI SYAWIR menjanjikan 
akan memberi imbalan uang sebesar Rp. 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah); 
- Bahwa anggota KPUD Pangkep pernah mengadakan rapat 
sebelum tanggal 27 April 2009 yaitu rapat tanggal 22 April 2009 
sampai dengan tanggal 25 April 2009 dan pernah teradi 
keributan pada tanggal 24 dan tanggal 25 April 2009 pada saat 
penghitungan suara wilayah kepulauan; 
- Bahwa para Anggota KPUD tidak tahu kalau terdakwa merubah 
rekapitulasi penghitungan suara dan terdakwa sangat berharap 
pada saat pembacaan mudah-mudahan ada orang mengethaui 
data tersebut sebelum disahkan tapi ternyata tidka ada; 
- Bahwa cara terdakwa merubah data yaitu merubah suara yang 
tidak sah menjadi sah di laptop terdakwa; 
- Bahwa caleg yang lain tidak menjanjikan apa lagi hanya LUTFI 
HANAFI membawa nota dari Bupati Pangkep tapi terdakwa 
tidak tahu isinya namun terdakwa tidak mengambilnya; 
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa 
tidak pernah dihukum; 
- Bahwa yang membuat dan mengisi data model DB rekapitulasi 
penghitungan suara adalah terdakwa sendiri; 
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Ketua KPUD untuk 
menyampaikan ancaman tersebut sekitar 1 jam pada pukul 
23.00 Wita dan terdakwa menyebutkan seseorang, tidak 
namanya; 
- Bahwa terdakwa merubah data rekapitulasi penghitungan suara 
pukul 24.00 Wita; 
- Bahwa seandainya rekapitulasi penghitungan suara tanggal 27 
April 2009 tidak dirubah maka para caleg tersebut pasti 
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mendapatkan kursi karena jumlah yang ditambahkan cukuplah 
signifikan; 
- Bahwa berita acara tanggal 27 April 2009 disetor ke KPU 
Propinsi dan tanggal 28 April 2009 KPUD mengadakan rapat 
tapi hasilnya ditolak oleh KPU Propinsi karena saksi-saksi tidak 
tanda tangani berita acara sehingga KPUD Kabupaten 
Pangkep mengadakan rapat pleno terbuka pada tanggal 29 
April 2009 dan hasilnya sudah disahkan; 
- Bahwa tidak ada suara caleh yang diambil; 
- Bahwa situasi keamanan pada tanggal 27 April 2009 saat rapat 
pleno berlangsung berjalan aman dan lancar, tidak terjadi 
keributan; 
Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah 
diajukan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) exemplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 
tanggal 27 April 2009; 
- 1 (satu) exemplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 
tanggal 28 April 2009; 
- 10 (Sepuluh) exemplar Foto Copy Rekapitulasi Suara PPK se 
Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Balocci, Minasate’ne, 
Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, Labakkang, Marang, 
Segeri, Mandalle dan L. Tupabbiring. 
- 1 (satu) unit laptp merk Axio Tyope Cort 2 Duo Chasing 
berwarna putih dan terdapat gambar mobol ferari; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini 
maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara 
Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang 
dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka 
diperoleh fakta hukums sebagai berikut : 
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1. Bahwa terdakwa pada tanggal 26 April 2009 bertemu salah 
seorang bernama Ir. SUKRI SYAWIR caleg PKS di salah satu Mal di 
Makassar dan mengancam terdakwa denga mengatakan kalau kamu tidak 
merubah atau menambah suaranya, dia akan mengganggu jalannya rapat 
pleno tanggal 27 April 2009, da nada juga H. AMAR dan HAMKA minta 
supaya calegnya ditambah suaranya dan selain nama-nama tersebut ada 
juga yang meminta kepada terdakwa untuk meminta suara untuk 
ditambahkan yaitu Dr. Ir. ANDI YULIANI PARIS, MSc menghubungi 
terdakwa melalui SMS; 
2. Bahwa jumlah suara yang ditambahkan untuk Sukri Syawir 
sebanyak 3000 suara, ANDI YULIANI PARIS sebanyak 2000 suara 
sedangkan caleg lainnya hanya ratusan saja dan tidak ada mengambil 
dari suara caleg lain namun mengambil dari suara yang tidak sah; 
3. Bahwa adapun caleg yang ditambah suaranya adalah Dr. Ir. ANDI 
YULIANI PARIS, MSc, Caleg DPR RI dari partai PAN, Ir. SUKRI SYAWIR 
caleg DPR Propinsi dari partai PKS, ANDI IRFAN caleg DPR Propinsi dari 
partai PAN, H. MUH. LUTFI HANAFI, SE Caleg DPR Propinsi dari partai 
Demokrat; 
4. Bahwa anggota KPUD Pangkep pernah mengadakan rapat 
sebelum tanggal 27 April 2009 yaitu rapat tanggal 22 April 2009 sampai 
dengan tanggal 25 April 2009 dan pernah terjadi keributan pada tanggal 
24 dan tanggal 25 April 2009 pada saat penghitungan suara wilayah 
kepulauan; 
5. Bahwa para Anggota KPUD tidak tahu kalau terdakwa merubah 
rekapitulasi penghitungan suara dan terdakwa sangat berharap pada saat 
pembacaan mudah-mudahan ada orang mengetahui data tersebut 
sebelum disahkan tapi ternyata tidak ada; 
6. Bahwa caleg yang lain tidak menjanjikan apa lagi hanya LUTFI 
HANAFI membawa nota dari Bupati Pangkep tapi terdakwa tidak tahu 
isinya namun terdakwa tidak mengambilnya; 
7. Bahwa berita acara tanggal 27 April 2009 disetor ke KPU Propinsi 
dan tanggal 28 April 2009 KPUD mengakadan rapat tapi hasilnya ditolak 
oleh KPU propinsi karena saksi-saksi tidak tanda tangani berita acara 
sehingga KPUD Kabupaten Pangkep mengadakan rapat pleno terbuka 
pada tanggal 29 April 2009 dan hasilnya sudah disahkan; 
8. Bahwa rapat pleno pada tanggal 27 April 2009 berjalan lancar dan 
tidak ada keributan; 
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Menimbangm bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu 
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi 
seluruh undur-undur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 298 
Undang-Undang RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah atau Kedua melanggar Pasal 299 ayat (2) 
Undang-Undang RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Pemilihan Rakyat Daerah atau Ketiga melanggar Pasal 299 ayat (1) 
Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka 
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan 
Alternatif Pertama, dan apabila dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti 
maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan 
sebaliknya apabila dakwaan Alternatif Pertama terbukti maka dakwaan 
berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terbentuk Alternatif, maka 
Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaanAlternatif 
Pertama, dan apabila dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti maka 
Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan sebaliknya 
apabila dakwaan Alternatif Pertama terbukti maka dakwaan berikutnya 
tidak perlu lagi dipertimbangkan. 
Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 298 
Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap orang 
2. Dengan sengaja 
3. Mengubah Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan/ atau 
sertifikat penghitungan suara. 
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Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagai subyek hukum 
dalam unsur kesatu inin adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana 
dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. 
Menimbang, bahwa dalam prakara ini Jaksa Penuntut Umum telah 
menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Haniah, S.Ag Binti H.L Ngitung 
yang telah membenarkan identitasnya dalam catatan tindak pidana yang 
didakwakan dan setelah diperiksa di muka persidangan Majelis Hakim 
menggagap Terdakwa adalah orang yang cakap serta mampu 
bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah 
terpenuhi atas diri Terdakwa; 
Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau dimaksudkan oleh 
Terdakwa sendiri dan dilakukan secara sadar atau menyadari akan akibat 
perbuatannya. Unsur sengaja ini terwujud dari keterangan terdakwa 
sendiri dalam perbuatan yang telah dilakukannya sebagai berikut : 
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah ia bertemu 
dengan 4 (empat) orang yang mengancamnya di Makassar pada hari 
Minggu tanggal 26 April 2009, sekitar jam 22.00 wita ia membicarakannya 
dengan Ketua KPUD di Kantor KPUD Pangkep tentang ancaman yang 
akan mengacaukan Rapat Pleno tanggal 27 April 2009, jika terdakwa tidak 
menambahkan perolehan suara Caleg DPR Provinsi atas nama SYUKRI 
SYAWIR, Ir. ANDI IRFAN. AB, LUTFI JANAFI, SE dan Caleg DPR RI atas 
nama Dr. Ir. ANDI YULIANI PARIS, MSc. 
- Bahwa sesaat setelah membicarakan dengan ketua KPUD, 
Terdakwa langsung ke ruang kerja Terdakwa dan langsung merubah 
perolehan angka suara Caleg atas nama Syukri Syawir , Ir. Andi Irfan AB, 
Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR RI atas nama Dr. Ir. Andi Yuliani Paris, 
Msc. 
- Bahwa terdakwa menyatakan ia dengan sengaja melakukan sendiri 
perubahan tersebut dengn cara mengimput data menggunakan laptop 
milik Terdakwa. 
- Bahwa bentuk perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh 
Terdakwa pada Lampiran Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 
DPRD Provinsi (Rincian Perolehan suara partai politik dan calon anggota 
DPR dan DPRD Provinsi) adalah bukanlah suatu kesalahan pengetikan 
dan jumlahnya sangat besar sekali sehingga menurut keterangan saksi-
saksi dan keterangan terdakwa perubahan tersebut dapat menjadikan 
keempat caleg yang ditambahkan perolehan suaranya mendapat kursi di 
DPR dan DPRD Provinsi. 
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- Bahwa keesekon harinya pada hari senin tanggal 27 April 2009, 
pada saat dilakukan Rapat Pleno penetapan rekapitulasi penghitungan 
suara di Gedung Baruga Cinta Mas Pangkep, menurut keterangan para 
saksi yang hadir diacara tersebut, terdakwa membacakan Berita Acara 
Rekapitulasi hasil perhitungan suara Model DB dengan sangat cepat dan 
walaupun ditayangkan melalui in focus, para saksi meenyatakan tidak 
dapat membaca dan melihatnya. 
Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dengan apa yang telah 
dilakukan menurut Majelis adalah perbuatan yang dikehendaki dan 
dimaksudkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menyadari akibat yang timbul 
apabila perbuatannya tersebut diketahui, sehingga kesimpulan Majelis 
Terdakwa berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara secepat 
mungkin membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara Model DB 
pada Rapat Pleno hari senin tanggal  27 April 2009. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas, Menurut Majelis 
unsur dengan sengaja telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa. 
Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga mengubah berita acara hasil 
penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara 
dipertimbangkan sebagai berikut 
- Bahwa yang dimaksud dengan mengubah sehubungan dengan 
unsur ini adalah menjadikan isi format sesuatu yang baru sehingga 
berbeda dari pada sebelumnya, padahal ketentuannya isi format yang 
baru harus berdasarkan isi format sebelumnya, sedangkan yang 
dimaksud berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil 
penghitungan suara yang diubah a quo adalah Lampiran Model DB-1 DPR 
dan Lampiran Model DB-1 DPR Provinsi yang berisi rincian perolehan 
suara. 
- Bahwa LAmpiran Model DB-1 DPR adalah rincian perolehansuara 
partai politik dan calon angota DPR di KPU kabupaten/Kota, sedangkan 
Lampiran Model DB-1 DPR Provinsi adalah rincian perolehan suara partai 
politik dan calon anggota DPRD Provinsi di KPU kabupaten/kota. 
- Bahwa pengisian Lampiran Model DB-1 DPR dan Lampiran Model 
DB-1 DPR Provinsi harus didasarkan pada Formulir DA-1 DPR dan 
Formmulir DA-1 DPRD Provinsi. 
- Formulir DA-1 DPR (Model DA-1 DPR) dan Formulir DA-1 DPRD 
Provinsi (Maodel DA-1 DPRD Provinsi) adalah Sertifikat rekapitulasi 
penghitungan hasil perolehan  suara partai politik dan calon anggota DPR 
dan anggota DPRD Provinsi di Panitia Pemilihan Kecapatan (PPK). 
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- Bahwa dengan demikian mengubah berita acara hasil 
penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, berarti 
haruslah menjadikan Lampiran Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-
1 DPRD Provinsi berbeda dengan Formulir Model DA-1 DPR dan Formulir 
DA-1 DPRD Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan suara dalam 
Lampiran Model DB-1DPR/DPRD Provinsi tidak didasarkan kepada 
Formulir Model DA-1 DPR/DPRD Provinsi, baik itu seluruh, sebagian 
maupun sebagian kecil saja dari suara. 
- Bahwa dengan kata lain rekapitulasi penghitungan suara ditingkat 
PPK kecamatan, walaupun sebagian kecil suara saja. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Minggu 
tanggal 26 April 2009 sekitar jam 22.00 Wita, setelah Terdakwa bertemu 
dengan Ketua KPUD Pangkep H. Abdul Rahman Kambi, dan 
menyampaikan perihal Terdakwa diintimidasi/diancam oleh seseorang 
yang akan mengacaukan Rapat Pleno pada tanggal 27 April 2009, 
kemudian Terdakwa langsung ke ruang kerja Terdakwa dan langsung 
merubah angka perolehansuara Caleg atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi 
Irfan AB, Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR RI atas nama DR. Ir Andi Yuliani 
Paris, Msc. Bahwa perubahan suara yang Terdawa lakukan tersebut 
dengan cara mengimput data menggunakan laptop milik Terdakwa lalu 
merubah angka perolehan suara dari keeempat Caleg tersbut sehingga 
tidak sesuai dengan Berita acara penghitungan suara PPK dalam Formulir  
Model DA-1, yang mana data penghitungan suara tersebut yang masih 
tersimpan dalam laptop Terdakwa adalah data yang akan di print out dan 
di Plenokan pada tanggal 27 April 2009 dalam bentuk Berita Acara 
dan//atau sertifikat Model DB-1 DPR, Model DB-1 DPRD Provinsi, 
Lampiran Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan 
dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di 
persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2009 
sekitar jam 12.00 Wita s/d 14.00 Wita bertempat di Gedung Baruga Cinta 
Mas Pangkajene, telah dilakukan Rapat Pleno penetapan rekapitulasi 
penghitungan suara pemilihan legislatif yang dihadiri oleh semua anggota 
KPUD Pangkep, Panwas Kabupaten Pangkep, Unsur Muspida Kabupaten 
Pangkep dan Saksi-Saksi dari partai politik. Bahwa Rapat Pleno dibuka 
oleh Ketua KPUD Pangkep, lalu pembacaan rekapitulasi penghitungan 
suara Caleg DPR RI, DPD dan DPRD Privinsi oleh Terdakwa selaku 
Ketua Pokja Tabulasi dan penghitungan suara KPUD Pangkep dan 
berikutnya Pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara dilakukan 
oleh Ketua KPUD Pangkep dilanjutkan dengan penanda tanganan Berita 
Acara oleh semua Anggota KPUD termasuk Ketua KPUD dan para saksi 
dari Partai Politik. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketua KPUD dan 
Ketua Panwas yang dibenarkan oleh Terdakwa, berita acara 
penghitungan suara yang telah disahkan dan ditanda tangani selanjutnya 
dimasukkan ke dalam satu kotak suara kemudian disegel, dan pada hari 
itu juga dikirim sekitar jam 16.00 Wita ke Kantor KPUD Propinsi Sulawesi 
Selatan dan telah diterima oleh panitia penerima berkas di kantor tersebut. 
Pada saat perjalanan pulang ke Pangkep sekitar jam 20.00 Wita Ketua 
Panwas menyampaikan bahwa telah terjadi perobahan perolehan suara di 
berita acara yang telah disahkan tersebut, sehingga pada malam itu juga 
Terdakwa langsung melakukan perbaikan dengan merubah angka 
perolehan suara yang mempunyai selisih antara hasil rekapitulasi PPK 
dengan hasil rekapitulasi KPUD Pangkep. Pada hari Selasa tanggal 28 
April 2009 dilakukan rapat internal KPUD Pangkep yang dihadiri seluruh 
anggota KPUD dan para saksi Partai Politik yang ada selisih perolehan 
suara untuk membahas masalah tersebut dan memperbaiki data yang 
tidak sesuai dengan data yang saksi Parpol miliki yang di peroleh dari 
PPK. Setelah sertifikat yang telah diperbaiki  tanggal 28 April 2009  
tersebut selesai ditanda tangani maka sertifikat tersebut dikirim kembali ke 
KPUD Provinsi dan ditukar dengan sertifikat yang telah disahkan tanggal 
27 April 2009. Oleh karena sertifikat tanggal 28 April 2009 diprotes oleh 
slah seorang saksi dari partai PKS karena ada dua sertifikat yang terbit, 
maka KPUD Pangkep membawa kembali sertifikat tanggal 28 April 2009 
ke Pangkep untuk di Plenokan kembali, dan setelah di Plenokan jam 
14.00 Wita yang dihadiri oleh semua anggota KPUD serta pada Saksi 
Parpol dan Panwas, Selanjutnya kembali di kirim ke Kantor KPUD Provinsi 
dan di Presentasikan sekitar jam 20.00 Wita. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka 
menurut Majelis Hakim unsur ketiga mengubah berita acara hasil 
penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara telah 
terbukti dengan perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang 
didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan 
tindakan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya; 
Menimbang,bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama unsur-
unsurnya telah dapat dibuktikan, maka dakwaan buktinya tidak perlu 
dibuktikan lagi. 
Menimbang, bahwa memperhatikan Nota Pembelaan atas nama Tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, 
yang pada intinya sebagai berikut : 
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- Bahwa oleh karena hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan 
suara tanggal27 April 2009 telah diperbaiki oleh KPUD Pangkep melalui 
Rapat  Pleno internal pada tanggal 28 April 2009 dan di Plenokan kembali 
pada tanggal 29 April 2009 dan telah diterima pada tingkat KPU Provinsi, 
maka adalah suatu kekeliruan jika dianggap sebagai suatu kesalahan bagi 
terdakwa karena perbaikan kesalahan sangat dimungkinkan sesuai Pasal 
227 undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan anggota 
DPR, DPD dan DPRD ; 
- Bahwa perubahan data Rekapitulasi penghitungan perolehan suara 
dilakukansebelum di Plenokan di tingkat KPU Propinsi, sehingga belum 
ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan ; 
Menimbang, bahwa terhadap inti pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa 
pada point pertama, perbedaan data sebagaimana yang dimasudkan oleh 
Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, dengan perbedaan data akibat dengan 
sengaja diubah oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas 
adalah hal yang berlainan, karena maksud bunyi Pasal 227 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, perbedaan data didasarkan pada 
sertifikat yang dipegang oleh PPK berbeda dengan sertifikat yang diterima 
oleh KPUD dari PPK dengan Sertifikat yang diterima oleh  KPUD dari PPK 
sebelum dan sesudah di Plenokan tidak ada permasalahan, justru yang 
bermasalah adalah data dari PPK yang sebelumnya tidak ada perbedaan 
menjadi berbeda dan berubah dengan data rekapitulasi KPUD dan yang 
dikirim ke KPUD Propinsi, sebagaimana hasil Pleno tanggal 27 April 2009. 
Sehingga dengan demikian bunyi Pasal 227 ayat (1) tersebut tidak dapat 
diberlakukan terhadap perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa inti pembelaan Point 2 yang menyatakan bahwa 
perubahan suara yang telah diperbaiki dan belum ada pihak yang 
dirugikan dan diuntungkan sehingga tidak ada kesalahan bagi Terdakwa, 
menurut Majelis hal tersebut tidak berdasar, karena sejak perbuatan 
terdakwa merubah Rekapitulasi hasil perolehan suara dianggap telah 
terjadi tindak pidana, dan tindak pidana itu telah selesai (Voltooid Delict) 
tanpa harus terjadi akibatnya, karena rumusan delik dalam pasal 298 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah delik formal yaitu “Pada 
delik formal, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta 
hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu 
(S.R. Sianturi, SH. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
penerapannya, halaman 237, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta 
1986)hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Prof DR. Aswanto, SH, 
M.Si, DFM yang pendapatnya dibacakan dipersidangan bahwa perbuatan 
Terdakwa sudah selesai dilakukan (Voltooid Delict) karena Berita Acara 
dan Sertifikat hasil penghitungan suara peserta pemilu yang telah dirubah 
Terdakwa telah ditanda tangani oleh Anggota KPUD Kabupaten dan 
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Peserta Pemilu , sehingga kedua pendapat tersebut juga menjadi 
pertimbangan Najelis dalam mempertimbangkan hal ini. Dengan demikian 
sudah seharusnya Nota Pembelaan diri dari Penasehat Hukum Terdakwa 
seluruhnya dikesampingkan. 
Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata 
Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya 
alasan-alasan yang tidak menghapus kesalahannya sehingga kepadanya 
dapat dipidana ; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dipidana, maka 
terhadap Terdakwa harus pula dibebanii untuk membayar biaya perkara 
ini ; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 
- 1 (satu)exemplar Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara 
Caleg DPR RI, DPD, DPR Propinsi tanggal 27 April 2009 
- 1 (satu) exemplar foto copy Rekapitulasi penghitungan suara PPK 
se Kabipaten Pangkep yaitu Kecamatan Balocci, Minasate’ne, 
PAngkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, Labbakang, Ma’rang, segeri, 
Mandalle dan L. Tupabbiring ; 
Maka barang bukti ini harus tetap terlampir dalam berkas perkara. 
-    1 (satu) unit laptop merek Axio Type Cort 2 Chasing berwarna 
putih dan terdapat gambar mobil Ferari, oleh karena barang bukti tersebut 
adalah alat untuk melakukan tindak pidana , maka harus dirampas untuk 
Negara. 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap 
dari Terdakwa, maka terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan  dan hal-hal yang meringankan : 
 Hal-hal yang memberatkan : 
Perbuatan Terdakwa Membahayakan pelaksanaan Pemilu yang harus 
dilaksanakan secara jujur dan adil. 
Terdakwa adalah sebagai Pejabat pelaksana pemilu seharusnya dapat 
menjaga pelaksanaan pemilu yang bersih. 
Hal-hal yang meringankan : 
Terdakwa belum pernah dihukum. 
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Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan Majelis mendapat bahwa lamanya pidana kurungan 
sebagai pengganti Denda sebagaimana yang terkandung dalam tuntutan 
pidana yang diajukan Penuntut Umum dirasa berat sehingga Majelis perlu 
menguranginya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini. 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Najelis 
berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas 
diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, 
menurut Majelis cukup adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan 
; 
Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud untuk tindakan 
balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi 
untuk mendidik agar Terdakwa dapat merubah tingkah lakuunya 
dikemudian hari dan menjadi orang yang baik, tanpa mengurangi 
keseimbangan antara kepentingan Terdakwa dengan kepentingan 
masyarakat dan Negara, sehingga oleh karena itu pidana yang dijatuhkan 
terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah 
ini menurut pidana Majelis Hakim sudah pantas dan adil setimpal dengan 
kesalahan Terdakwa ; 
Mengingat Pasal 298 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KUHAP, serta peraturan-
peraturan lainnya yang bersangkutan ; 
MENGADILI : 
1. Menyatakan Terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H.L NGITUNG tersebut 
di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara dan/atau 
sertifikat penghitungan suara” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus 
Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (satu) exemplar Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara 
Caleg DPR RI, DPD, DPR Propinsi tanggal 27 April 2009 
- 1 (satu) exemplar Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara 
Caleg DPR RI, DPD, DPR Propinsi tanggal 28 April 2009. 
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- 10 (sepuluh) exemplar foto copy Rekapitulasi penghitungan suara 
PPK se Kabupaten Pangkep Yaitu Kecamatan Baloccci, Minasate;ne, 
Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, Labbakang, Ma’rang, Segeri, 
Mandalle dan L. Tupabbiring, diampirkan dalam berkas perkara. 
- 1 (satu) unit laptop merek Axio Type Cort 2 Cahasing berwarna 
putih dan terdapat gambar mobil ferari, dirampas untuk Negara. 
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar 5000,- (Lima Ribu Rupiah) 
 
2. PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI 
 Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama setelah dianalisis 
dan dipersidangkan oleh pengadilan tinggi maka putusan pengadilan 
tinggi sebagai berikut :  
 Menimbang, bahwa Jaksa Penutut Umum dalam surat tuntutannya, 
tanggal 27 Mei 2009, Nomor. Reg. Perkara: PDM-04/Pangk/05/2009 
menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; ----------------------------- 
1. Menyatakan terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. NGITUNG 
bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam pasal 298 Undang-Undang RI No. 10 tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; ------------- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. 
NGITUNG dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 
denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 5 
(lima) bulan kurungan ;----------------- 
 
3. Menyatakan barang bukti berupa : --------------------------------------------
 - 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara 
Caleg DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten tanggal 27 
April 2009 ; -------------------- 
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 - 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara 
Caleg DPD, DPRD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten tanggal 
28 April 2009 ; ------------------ 
 - 10 (sepuluh) Examplar foto copy Rekapitulasi penghitungan Suara 
PPK se Kab. Pangkep yaitu Kecamatan Balocci, Minasate’ne, 
Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, Labakkang, Ma’rang, 
Segeri, Mandalle dan L. Tupabbiring ; ----------------- 
Dilampirkan dalam berkas perkara : 
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio Type Cort 2 Dua Chasing berwarna 
putih dan terdapat gambar mobil safari ; ----------------------- 
----------------------Dilampirkan untuk dimusnahkan ; ---------------------- 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah) ; ---------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum 
tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan 
Nomor : 07/Pid.S/2009/PN. Pangkajene, tanggal 01 Juni 2009, yang 
namanya sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------- 
1. Menyatakan terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. NGITUNG 
tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “Mengubah Berita Acara Hasil 
Pemungutan Suara dan/ atau Sertifikat Penghitungan Suara” ; ------ 
2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima 
ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan ; ------------- 
 
3.Memerintahkan agar barang bukti berupa ; ---------------------------- 
 - 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten tanggal 27 April 2009 ; -------------------- 
- 1 (satu) Examplar Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan 
Suara Caleg DPD, DPRD-RI, DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten tanggal 28 April 2009 ; ------------------ 
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- 10 (sepuluh) Examplar foto copy Rekapitulasi penghitungan 
Suara PPK se Kab. Pangkep yaitu Kecamatan Balocci, 
Minasate’ne, Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa, 
Labakkang, Ma’rang, Segeri, Mandalle dan L. Tupabbiring ; -
---------------- 
Dilampirkan dalam berkas perkara : 
- 1 (satu) unit Laptop Merk Axio Type Cort 2 Dua Chasing 
berwarna putih dan terdapat gambar mobil safari dirampas 
untuk negara ; ------------------------------------- 
4.  Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dari akta permintaan banding yang dibuat oleh 
MASJIDIN, S.H. panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, Penasihat 
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 
Juni 2009 No. 07/S/Akta.Pid/2009/PN/ Pangkajene, terhadap putusan 
Pengadilan Negeri Pangkajene, No. 07/Pid.S/2009/PN. Pangkajene, 
tanggal 01 Juni 2009, dan permintaan banding tersebut telah 
diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan akta pemberitahuan 
permohonan banding pada tanggal 02 Juni 2009 oleh ABD. RASYID, 
Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ; -------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, 
Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding terhadap 
putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, No. 07/Pid.S/2009/PN. 
Pangkajene, tanggal 01 Juni 2009, tertanggal 04 Juni 2009 yang diterima 
di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tanggal 5 Juni 2009, memori banding 
tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan 
Negeri Pangkajene berdasarkan surat No.W22-U/496/HPDN/VI/2009 
pada tanggal 5 Juni 2009 ; ---------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, 
telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 
berdasarkan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada 
Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 02 Juni 2009 oleh 
MASJIDIN, S.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkajene ; ------- 
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh 
Penasihat hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan 
menurut cara serta persyaratan yang ditentukan undang-udnang, maka 
permohonan banding tersebut dapat diterima ; -------------------- 
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Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan 
saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri 
Pangkajene, No 07/Pid.S/2009/PN. Pangkajene, tanggal 01 Juni 2009, 
dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat 
sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Penasihat Hukum terdakwa 
telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam 
memori bandingnya tanggal 4 Juni 2009. Pengadilan Tinggi setelah 
mencermati dengan seksama keberatan tersebut ternyata cukup 
beralasan untuk dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ; ----- 
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-
alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam 
putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama 
dari Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut ; ----------------- 
Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum, 
Penasihat Hukum terdakwa, telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya 
menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum bertentangan dengan pasal 
257 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, sehingga dakwaan 
Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena 
lewat waktu ;-- 
Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama dakwaan Penuntut 
Umum ternyata diajukan dipersidangan dengan dakwaan ; -------------------- 
Pertama : Pasal 298 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ; --------------------
atau 
Kedua : Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ; -----------
atau 
Ketiga : Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ; ------------ 
Bahwa ketiga dakwaan tersebut di atas pada dasarnya dapat 
mempengaruhi peroleh suara peserta Pemilu ; ------------------------------------ 
Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 257 ayat (1) Undang-
Undang No. 10 Tahun 2008. Putusan Pengadilan terhadap kasus 
pelanggaran pidana Pemilu yang menurut undang-undang ini dapat 
mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu, harus selesai paling lama 
5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara Nasional, dan 
menurut penjelasannya yang dimaksud dengan putusan Pengadilan 
 Universitas Hasanuddin | 94 
 
dalam ketentuan ini adalah putusan Pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap ; ------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa KPU telah menetapkan secara Nasional hasil Pemilu 
pada tanggal 09 Mei 2009, berarti semua proses perkara yang 
berhubungan dengan perolehan suara peserta Pemilu, sudah harus 
selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum tanggal 09 Mei 2009 ; -------------- 
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terdakwa baru diajukan 
dipersidangan pada hari siding tanggal 25 Mei 2009 oleh Penuntut Umum, 
jadi 16 hari setelah KPU menetapkan secara Nasional hasil Pemilu, oleh 
karena itu eksepsi Penasihat Hukum terdakwa cukup beralasan untuk 
diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa karena eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa cukup 
beralasan untuk diterima. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, 
maka Penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, no. 07/Pid.S/2009/PN. 
Pangkajene, tanggal 01 Juni 2009 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi 
akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di 
bawah ini ; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak 
dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka biaya 
perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara; -------- 
Mengingat ketentuan pasal 257 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 
2008, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan 
Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; ----- 
MENGADILI 
- Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa 
- Membatalkan putusan pengadilan negeri pangkajene, No. 
07/Pid.s/2009/PN.Pangkajene, tanggal 01 juni 2009 yang 
dimintakan banding tersebut 
-  
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MENGADILI SENDIRI : 
- Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa 
- Menyatakan penuntutan penuntut umum  tidak dapat diterima 
- Mebebankan biaya perkara kepada negara yang jumlahnya nihil. 
C. Analisis Penulis 
Menurut pendapat penulis tentang perkara di atas yaitu:  
“Dalam pengambilan keputusan dipersidangan ada 3 hal yang 
menjadi acunannya yaitu: 
1. Asas Kepastian Hukum. 
2. Asas Keadilan 
3. Asas Manfaat 
 
“Untuk kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan 
perundang-undangannya.  Asas keadilan disinilah cenderung lebih 
kepada sikap masyarakat, bagaimana mengembalikan/memulihkan 
keadaan sosial masyarakat sehubungan dengan kasus ini, hal ini 
juga agar menjadi efek jera kepada oranglain agar tidak diulangi 
lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana ,jadi 
jangan sampai pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat 
bagi terdakwa.” 
 
Sangat disayangkan ketika seorang pelaku kejahatan bebas 
dari tutuntutan hukum, apalagi sesuai alat bukti yang ada dan 
pengakuannya, pelaku kejahatan itu banar melakukan tindakan 
tersebut, sangat disayangkan ketika hal yang menghindarkan si 
pelaku dari jeratan hukum adalah hukum itu sendiri, 
 Penulis berpendapat bahwa selain berpedoman pada Bab I 
Ketentuan Umum Pasal 1  angka 9 KUHAP dimana wewenang 
hakim di pengadilan yaitu, mengadili yang merupakan serangkaian 
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tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara 
pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di siding 
pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur  dalam 
KUHAP, selain itu majelis hakim juga memutus perkara 
berdasarkan acuan mereka yaitu asas kepastian hukum, asa 
keadilan dan asas manfaat seperti yang dijelaskan diatas. Selain itu 
majelis hakim juga berdasar pada apa eksepsi yang diajukan oleh 
penasehat hukum terdakwa. Yaitupasal 257 ayat(1) Undang-
Undang No.10 Tahun 2008 
Pasal 257 
(1)  Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu 
yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan 
suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari 
sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. 
Dimana dalam Undang-Undang ini kasus pelanggaran 
pemilu yang mempengaruhi perolehan suara harus selesai paling 
lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara 
nasional. Sedangakan pada perkara ini baru diajukan 16 hari 
setelah KPU menetapkan secara nasional hasil pemilu, maka 
penuntutan penuntut umum dinyatakan tidak diterima karena lewat 
waktu (DALUARSA),  
dari analisis penulis terhadap putusan pengadilan  tinggi  
maka dapat dilihat pertimbangan hakim dalam mengambil 
keputusan berpatokan pada undang-undang khusus pemilu pasal 
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275 ayat (1) Undang undang no. 10 tahun 2008 yang mengatur 
daluarsanya perkara dalam pemilu, tentu saja ironis ketika 
seseorang yang mencederai demokrasi terbebas dari jerat hukum 
hanya karena masa tenggang pengaduan perkara yang yelah lewat 
waktu.walaupun pada putusan pengadilan tingkat pertama tedakwa 
telah diputuskan secara sah bersalah dalam rapat 






















Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya 
dan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, maka penulis menutup 
skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pada pengadilan tingkat pertama atas 
tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Hania S. Ag binti H.L 
Dg. Ngitung telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut 
Umum yang Menyatakan terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H. L. 
NGITUNG bersalah melakukan tindak pidana pemilu 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 298 
Undang-Undang RI No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. bahwa oleh 
karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan 
terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif 
Pertama, dan apabila dakwaan Alternatif Pertama tidak terbukti 
maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, 
dan sebaliknya apabila dakwaan Alternatif Pertama terbukti 
maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan. 
Maka hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANIAH, 
S.Ag Binti H. L. NGITUNG dengan hukuman pidana penjara 
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selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,- 
(lima ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan 
karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan 
pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa. 
2. pada pengadilan tingkat kedua yaitu pada pengadilan tinggi, 
terdakwa dinyatakan bebas karena eksepsi yang di ajukan oleh 
penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan 
penuntut umum bertentangan dengan pasal 257 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga dakwaan 
penuntut umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima 
karena lewat waktu, karena berdasarkan pertimbanhgan di atas 
maka putusan yang menyatakan terdakwa bersalah 
harusdibatalkan yang amar putusannya telah disebutkan di 
atas. Terdakwa terbebas karena undang undang daluarsa pada 
pelanggaran pemilu walaupun terdakwa terbukti 
membahayakan pelaksanaan pemilu yang seharusnya 
dilaksanakan dengan jujur dan adil, terdakwa sudah mencoreng 
instansi yang sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
pesta demokrasi karena terdakwa adalah pejabat pelaksana 
pemilu yang seharusnya menjaga pelaksanaan pemilu secara 
rahasia adil dan bersih. 
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B. Saran 
 dalam penanganan kasus seperti yang penulis paparkan di atas 
seharusnya pelaku kejahatan dalam penggelembungan suara  
mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya, untuk memberikan efek jera 
terhadap pelaku agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan 
yang sama bahkan dapat mencegah tindak kejahatan yang berhubungan 
dengan pelanggaran pemilu. Memang sangat sulit ketika kita 
menginginkan demokrasi yang baik dan bersih melihat pada saat ini 
rawan terjadi kecurangan baik di luar instansi KPU maupun di dalam, 
banyak celah bagi mereka yang ingin melakukan kecurangan, pemerintah 
seharusnya membuat regulasi yang meperkecil celah bagi mereka yang 
ingin melakukan kecurangan, selain itu kordinasi antara KPU dan 
BAWASLU harus lebih sinergis. 
 penanganan kejahatan atau pelanggaran pemilu harusnya ada 
penanganan yang sigap dari instansi yang bersangkutan, jangan  sampai 
pelaku kejahatan mendapatkan vonis bebas seperti yang terjadi pada 
kasus yang penulis paparkan pada bab-bab di atas, penulis yakin 
mewujudkan demokrasi yang baik dan bersih itu bukanlah mimpi jika para 
penyelenggara memulai dari diri mereka sendiri untuk tidak terlibat dalam 
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